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TENTANG
TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA CIREBON

WALI KOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa Standar Operasional dan Prosedur pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon
telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Cirebon
Nomor 067 /Kep.044-DISDUKCAPIL /2023 tentang
Penetapan Standar Operasional dan Prosedur pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Wali Kota Cirebon Nomor 100.3.3.3/KEP.028-
DISDUKCAPIL/2024 tentang Perubahan atas
Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 067/KEP.044-
DISDUKCAPIL/2023 tentang Penetapan  Standar
Operasional dan Prosedur pada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;

b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan
kebijakan, perlu untuk dilakukan perubahan dan
penetapan kembali Standar Operasional dan Prosedur
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Cirebon;

c. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Standar Operasional dan Prosedur pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon
dengan Keputusan Wali Kota Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan; sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah



10.

i1,

12,

13.

14,

2

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang
Pengelolaan Perkembangan Kependudukan
sebagaimana telah dubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994
tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan:

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang
Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan;

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor
Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun
2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Pendayvagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016
tentang Kartu Identitas Anak;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun
2019 tentang tentang Pemberian Hak Akses dan
Pemanfaatan Data;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun
2019 tentang Pendokumentasian  Administrasi
Kependudukan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun
2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pendaftaran Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun

2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan
dalam Administrasi Kependudukan;




Menetapkan
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16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Cirebon;

17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023
tentang  Rincian Urusan  Pemerintahan  vang
Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

MEMUTUSKAN :

Penetapan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon
dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali
Kota ini.

Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dimaksud pada
Diktum KESATU Keputusan Wali Kota ini, terdiri dari SOP
Pelayanan dan SOP Non Pelayanan.

Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, maka
Keputusan Wali Kota Nomor 067 /044-DISDUKCAPIL/2023
tentang Penetapan Standar Operasional dan Prosedur pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dan
Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 100.3.3.3/KEP.028-
DISDUKCAPIL/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Wali
Kota Cirebon Nomor 067/044-DISDUKCAPIL/2023 tentang
Penetapan Standar Operasinal dan Prosedur pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 22 Agustus 2025

a.n. WALI KOTA CIREBON
Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
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FORM 1
DAFTAR KEBUTUHAN PENGEMBANGAN SOP

Nama SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIREBON

S0P yan? Akan Dikembangkan Alasan Pengemban gan :

: Eﬂanﬂ'ﬂid&ng Prosedur i
1. PENGELOLAAN 1. PEMANFAATAN DATA WEB SERVICE
INFORMASI 2
ADMINISTRASI 3'
KEPENDUDUKAN DAN/
PEMAMFAATAN DATA |
(PIAK)
2. 1.

2.

3.

4,
3. 1.

2.

3.

4.
4. 1.

2.

3

4.
5. 1.

2.

3

4

Petunjuk Pengisian

1. Nama SKPD : tuliskan nama SKPD tempat SOP dibuat

2. Bagian/Bidang : tuliskan nama unit kerja tempat SOP di buat
3. Prosedur : tuliskan nama kegiatan yang akan buat SOPnya
4. Alasan pengembangan : tuliskan alasan SOP tersebut akan dikembangan (alasan yuridis dan alasan faktual)




STANDAR OPERASIOMAL PROSEDUR
PEMAMNFAATAN DATA WEB SERVICE
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PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON | Nomor SOP
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAMN
PEMANFAATAN DATA Nama SOP :

PEMANFAATAN DATA WEB SERYICE

DASAR HUKLIM

KUALIFIKAS]I PELAKSANA

Undang-Undang Nomaor 23 Tahun 2005

Paraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Momor 23 Tahun 2006 tertang Administrasi Kependudukan

Pengadministrasi Umum | SMASME /D3

Kasubag Umum dan Kepegawaian : yang serumpun diutamakan dengan latar belakang

sabagaimana telah diubah dengen Undang-Undang Momar 24 Tahun 2012 2. pandidikan S1 Sospol, 51 Ekonomi, 51 Hukum
tentang Perubahan Atas Undang-Lindsng Nomor 23 Tahun 2006 tentang
2 Administras: Kepandudukan
Pm‘t”mg Menteri ?flgg Neger “hi';“m 1'32 o ‘:2 ?;s tﬁ;;ggi“hah 3. Sekretaris | 52 ManajemensS2 Adminstrasi Public/S2 yang senumpun diutarmakan dangan latar
3 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Namar 17 Tahun 2023; belakang Pendidikan S1 Sospal, 51 Ekanomi, 51 Hukum
4 Peraturan Menter Dalam Megeri Nomar 57 Tahun 2021
5  Peraturan Dasrah Kaota Cirebon Nomor 8§ Tahun 2015 4. Ka. Dinas: 52 Manajemen'S2 Administrasi Publik/S2 yang serumpun diutamakan dengan |atar
belakang Pendidikan 51 Sospol, 51 Ekonomi. 51 Hukium
& Perawran Daerah Kata Cirebon Memar 4 Tahun 2023 e ’ I
Peraturar Wabkata Cirebon Nomor 28 Tahun 202 telan diubah dengan
Perafurar Wakkota Cirebon Momor §3 Tahwun 20217
B Peraturan Walikata Cirebon Momor 40 Tahun 2021
1. Server
2. Kemputer Client
3. Janngan Komunikasi Data
4. Hardwara dan Saftwars
PERINGATAN PEMCATATAN DAN PENDATAAN
1 Jlka SOP ini tidak dilaksanakan, maka mengurangi kualitas layanan Instansi terkait yang akan dilakukan seting jarmgan Hak PYn Terpusat hanss membuat
kependudukan. permaohonan
2 Pihak terkait wajih menandatengani Perjanjian Kenasama




NAMA SKPD: DISDUKCAPIL KOTA CIREBON

MUTU BAKU
BAGIAN I BIDANG SOP AKTIVITAS Persyaratan Walktu Qutput Ket.
E::I:;nmga:"iaﬁng:: ir::;irr;si Pemanfaatan instanal OFLE IFEIgENAIL Sl
permohonan pemanfaatan data h 1 hari T
gﬁ?ﬂi:gf::g:;ﬂ g::zia?Eb kependudukan secara terfulis kepada AUt FEmanpoen I e
Disdukecapil Kata Cirebon
(PIAK) P
Disdukcapil Kota Cirebon menerima surat
permohaonan pemanfaatan data : g . 5o
; Disposisi Surat Masuk dan : Disposisi Surat Masuk dan
kependudukan dari Lembaga Pengguna h 2 menit Siiratnamohioran
dan meneruskan ke Dirjen Dukcapil Surat permohonan P
Kemendagri RI
Dirjen Dukcapil Kemendagri RI T
men’;benkanmpa:satu:lu?n:tau n;er;oli: K Surat Persetujuan / Surat Persetujuan / pemanfaatan data
o b el U b s Penolakan Pemanfaatan 5 bulan Penolakan Pemanfaatan |kependuduka ditolak
dimana persetujuan Dirjen Dukcapil Data Data 5 Bedialnba
Kemendagri Rl di tindak lanjut dengan InstansilOPD
perjanjian kerjasama
Melakukan Koordinasi dengan
Instansi/OPD pemohon pamanfaatan data
kependudukan, untuk membahas draf Draf Perjanjian kerjasama Draf Perjanjian kerjasama
perjanjian kerjasama disetujui bersama dan surat perintah Instansi/ 5 Hari dan surat perintah Instansi/
dan menyampalkan draf perjanjian oPD OFD
kerjasama tersebut ke Kabid PIAK untuk
di ferifikasi
i _ o i Bila di setujui di
Melakukan telaah dan persetujuan atas Draf Perjanjian kerjasama Draf Perjanjian kerjasama |Lambalikan ke kasi
draf Perjanjian kerjasama dan dan surat perintah Instansi/ 1 Han dan surat perintah Instansi/ [y et untuk
mengirimkan kembali ke Kepala Dinas OPD OPD dilakukan perbaikan
PiMUk%SDKm Clrr.lebon oa faat Draf Perjanjian kerjasama Draf Perjanjian kerjasama
HBang i el Ry dan surat perintah Instansi/ 1 Hari dan surat perintah Instansi/
data kependudukan menandatangani OPD OPD
peranjian kerjasama
. . Draf petunjuk Juknis Draf petunjuk Juknis
bl e Pemr..”“k Juknks Pgmaﬂiaatan Femanfaatan data, surat : Pemanfaatan data, surat
data, surat menjaga Kerahasiaan dan § Hari

S5PTJM

menjaga Kerahasiaan dan
SPTIM

menjaga Kerahasiaan dan
SPTJM




MUTU BAKU

BATAN (RIDANG o aetihaian Persyaratan Waktu Output e
Disdukcapil Kota Cirebon menerima
permohonan pemanfaatan data Draf PKS dan Juknis Draf PKS dan Juknis
8 kependudukan disertai PKS, Juknis Permanfaatan data, surat 1 Hari Pemanfaatan data, surat
Pemanfaatan data, surat menjaga menjaga Kerahasiaan dan menjaga Kerahasiaan dan
Kerahasiaan dan SPTJM dari SPTJM SPTIM
instansi/Opd pengguan
Diadukeapil Kota Cirebon meneruskan | ptoys dan Juknis Naskah PKS dan Juknis
permchonan surat tugas, PKS, Juknis P
) emanfaatan data, surat : Pemanfaatan data, surat
8 Pemanfaatan data, surat menjaga : s sliaainamn Sai 1 Hari i s e arabsamiaars A
Kerahasiaan dan SPTJM ke Dirjen ;”;.’;fhaa il 129
; 3 SPTJM
Dukcapil Kemendagri R
Dirjen Dukcapil Kemendagn Rl
memberikan persetujuan atau menolak Bila surat
surat pemanfaatan data Kependudukan Surat Persetujuan / Surat Persetujuan / pemanfaatan data
10 | dimana persetujuan Dirjen Dukcapil Penolakan Pemanfaatan 1 bulan Penolakan Pemanfaatan  |kependuduka ditolak
Kemendagri Rl di tindak lanjut dengan Data Data di beriakn ke
permohonan User [0 Development dan InstansifOPD
Admin
Disdukcapil Kota Cirebon menerima surat
User ID Development dan Admin dari User ID Development dan
1 Dirjen Dukcapil Kemendagr RI dan Admin pemanfaatan Data 1 Hari us:t;:d van Pasword web
menyerahkan kepada instansi/ OPD Kependudukan s
pengguna
Lembaga pengguna menyediakan aplikasi
12 | dan Koneksijaringan berupa Lan/ VPN jaringan, Komputer, VPN 1 Hari Akses Data Dukcapil
yang terkoneksi ke Disdukcapil
Laporan monitoring, evaluasi Kepada
13 | Kemendagri dan Lembaga memberikan | Dokume dan data Balikan 3 bulan Dokumen dan data Balikan

data balikan kepada Disdukcapil

Petunjuk Pengisian

1. Nama SKPD : tuliskan nama 5KPD tempat S0P dibuat
2. Bagian/Bidang : tuliskan nama unit kerja tempat S0P di buat

3. 50P : tuliskan nama S0P yang akan diidentifikasi

4. Aktivitas : rinci tahapan aktivitas/proses kegiatan dari mulai sampal dihasilkannya sebuah output untuk setiap SOP
5. Mutu Baku : tuliskan persyaratan/kelengkapan apa yang diperlukan, waktu yang diperlukan, serta output pada setiap aktivitas yang dilakukan
6. Keterangan : tuliskan informasi lain yang diperlukan




PEMANFAATAN DATA WEE SERVICE

PELAKSANA MUTU BAKLU
Sub Koordinator
No. KEGIATAN InstansitOPD Dukcapil
pee e Kepala Dinas Kabid PlAK kerjama n:l dan K dagri A1 Perlengkapan Wakiuy Quitput
1 2 3 4 5 B T a L) 10
Instansi/ OPD  mengajukan surat permohonan e ;
1 pemanfaatan data kependudukan secars terfulis _mulal Surat Permchonan 1 hari Surat Permohonan
kepada Disdukcapil Kota Cirabon
Penalakan
Disdukcapil Kota Cirgbon mensnma surat
2 paririolionan peroanfaalan data kﬂmndudul_ts_ln el Disposisi Surat Masuk £ menit Surat Permohonan
Lembaga Pengguna dan meneruskan ke Dijen
Dukcapil Kemendagn RI
Dirjan Dukcapil Kemendagr Rl membearikan Persctujuan
persetujuan atau menolak surat pemanfastan data ! Surat permohonan dan
3 Kependudukan dimana parsetujuan Dijen Dukcapil )<> PR 5 Bulan Surat Parmochonan
Kemendagr Rl di tindak lanjut dengan perjanjian
kerjasama
Melakukan Koordinasi dengan InstansiOPD
pemohon pemanfaatan data kepandudukan, untuk Surat Persefujuan / Surat Persetujuan /
4 membahas draf perjanjian kerjasama diselujul ’D‘ Penolakan Pemanfaatan | 15 menit | Penolakan
bersama dan menyampaikan draf perjanjian Data Pemanfaatan Data
kerjasama tersebut ke Kabid PLAK untuk di ferifikasi Penilakagn
s Draf Parjanjian
Malakukan talaah dan persetujuan atas draf Draf Parjanjian it
o : e i ; : kerasama dan surat
3 Ferjanjian kerjasama dan mangirimkan kembali ke kerjasama dan surat 1 Hari A )
1 : d parintah Instansif
Kepala Dinas perintah Instansi’ OPD OPD
Persefiijuan
. G Draf Perjanjian
Disdukcapil Kota Cirebon dan instansi!OPD Diraf Perjanjian . herjasarlgna ::Ian e
& permchonan pemanfaatan data kependudukan | I" kerjasama dan surat 1 Hari perintah Instansif
menandatangani perjanjian kerjasama perintah Instansil OPD OPD
5, fon Draf Parjanjian
. ) Diraf Parjanjian ;
g Menyusun petunjuk Juknis Pemanfaatan data, surat kerjasama dan surat 1 Hari ken_asarna dan r:_ural
menjaga Kerahasiaan dan SPTJM perintah Instansi/ OPD poe!;Eﬂah Instansi




PELAKSANA MUTU BAKLU
Ho. KEGIATAN Instansi/OPD Sub Koordinator Dubcapil
pangguna Kepala Dinas Habid PIAK lin-rjn:'uml:::: dan Kemendagrl RI Perlengkapan Waktu Output
3 3 ] 1 4 E T ] ] i
Disdukcapil Kota Cirebon menerma pemnahonan ’ .
pemantaatan data kependudukan disertai PKS, Draf patunjuk Juknis E:"m”':f':x: j;f:'s
g Juknis Pemanfaatan data, sural menjaga D Pamanfaatan data, surat 1 Hari suratarnen' G :
Kerahasiaan dan SPTJM dari instansiiOpd : menjaga Kerahasiaan e
pangguan dan meneruskan permohonan ke Difen Penolakan dan SPTJM SETIM
Dukcapil Kemendagn Rl
Dirjen Dukcapil Kemandagr Rl memberikan
persetujuan atau menolak surat pemanfaatan data Surat Persetujuan / Suret Persefujuan /
") Kependudukan dimana persetujuan Dirfen Dukcapil Persctujus) Penalakan Pemanfaatan | 1 bulan Penolakan
Kemendagri RI di tindak lanjut dengan permohanan )<> Data Pemanfaatan Data
User |0 Development dan Admin
Disdukcapil Kota Cirebon manarima surat User ID User ID Develo ¢
10 Developrnent dan Admin dari Dirjen Dukcapil i A pen user |d dan Pasword
: . y i I‘ an Admin pemanfaatan | 1 bulan
Kemendagr Rl dan menyerahkan kepada instansi’ Data Kspandudukan wab portal
OPD pengguna
Lembaga pengguna menyediakan aplikasi dan ks Tk
11 Koneksl jaringan berupa Lan/ VPN yang terkonaksi [ y I jaringan, Komputer, VPN | 1 Hari Dukcapli
ke Disdukeapil ' -
Laporan monitoring, evaluasi Kepada Kemendagri & Bulan
12 dan Lembaga memberikan data balikan kepada ﬂuﬁuma dan data dan 12 Dnl:’.um-an Dan daR
i Balikan Balikan
Disdukcapil bular
Petunjuk Pengisian
1. Mama 3KPD : tuliskan nama SKPD tempat S0P dibuat
2. Baglan/Bidang | tuliskan nama unit kerja tempat 30P di buat
3. Nomor SOP: tuliskan nomor prosedur yang di S0P kan
4, Tangga! Pembuatan : tuliskan tanggal pertama kali S0P dibuat
5. Tanggal revisi: tuliskan tanggal S0P direvisi
6. Tanggal efektif ; tanggal mulai diberlakukan 30P
7. Disahkan oleh ; pengesahan oleh pejabat yang berkompeten
£ Mama 30P : tuliskan nama SOP yang akan diidentifikasi
9, Dasar Hukum : tuliskan peraturan perundang-undangan yang mendasari prosedur
10, Keterkaitan ; tuliskan keterkaltan prosedur yvang distandarkar dengan prosedur lain yang distandarkan
11, Peringatan : tuliskan mengenal kemungkinan yang terjadi ketika prosedur dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, permasalahan yang mungkin muncul dan bagzimana cara mengatasinya
12. Kualifikasi personel : tuliskan mengenai kualifikasi pegawal yang dibutuhkan dalam melaksanakan perannya pada prosedur yang distandarkan
13. Peralatan dan perlengkapan ; tuliskan mengenai daftar peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan
14, Pencatan dan Perdatasn | memuat berbagai hal yang perlu didata dan dicatat oleh setiap pegawai yang berperan dalam pelaksanaan prosedur yang telah distandarkan
15, Aktivitas : rincian tahapan aktivitas yang sudah diidentifilasi di Form 2
16, Pelaksana : pelaksana yang terlibal dalam kegiatan yang distandarkan (urutan pelaksana sesuai dengan urutan aktivitas)
17, Miutu Baku - tuliskan persyaratan/kelengkapan apa yang diperlukan, waktu yang diperlukan, serta output pada setiap aktivitas yang dilakukan
18, Keterangan @ tuliskan informasi lain yang diperlukan
18 Gambar Flowchart dan alur kegiatan yang distandarkan
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FORM 1
DAFTAR KEBUTUHAN PENGEMBANGAN SOP

Mama SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIREBON

KEPENDUDUKAN DAN
PEMANFAATAN DATA
(PIAK)

4,

~ SOP yang Akan Dikembangkan i
ian/Bidang ' : Prosedur : ;

1. PENGELOLAAN 1. PEMANFAATAN DATA WEB PORTAL

INFORMASI 2

ADMINISTRASI 3'

2. 1.
2.
3.
4.
3. 1.
2.
3.
4,
4, 1
2.
K
4.
5i 1.
2.
<
4,

Petunjuk Pengisian

1. Nama SKPD : tuliskan nama SKFD tempat SOP dibuat

2. Bagian/Bidang : tuliskan nama unit kerja tempat SOP di buat
3. Prosedur : tuliskan nama kegiatan yang akan buat S0OPnya
4. Alasan pengembangan : tuliskan alasan SOP tersebut akan dikembangan (alasan yuridis dan alasan faktual)




STANDAR OPERASIONMAL PROSEDUR
PEMANFAATAN DATA WEB PORTAL

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON | MNomor SOP 000.8.3.4/50P. P-O2MUKCAPIL2025
DINAS KEPEMDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL Tanggal Pembuatan 22 Agustus 2025
Tanggal Revisi 22 Agustus 2025
Tanggal Efektif 22 Agusius 2025
R ——
Disahkan oleh
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEFENDUDUKAN DAN
PEMANFAATAN DATA Mama SOP :

DASAR HUKLM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undeng-Undang Nomer 23 Tahun 2008

Peraturan Pemeriniah Momor 40 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomar 23 Tahun 2008 tentang Administrasi

Pangadrministrasi Lmum @ SMASME / D3

Kasubag Umum dan Kepegawaian : yang serumpun diulamakan dengan latar belakang

2. Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2. pandicikan S1 Sespol, S1 Ekonomi,51 Hukum
Nomar 24 Tahun 2013 tentang Pensbahan Atas Undang-Undang Momaor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Peraturan Menter Dalam Meger Nomor 102 Tahun 2018 telah diubah i : s .
3 3. Sek cE2 M niS2 Administrasi Publik/S2 kan d lata
dengan Peraturan Manter Datam Meger Memor 17 Tahwn 2023; Mlarkﬁ;ingspaﬁild;::mmul STIEIkﬂI'tﬂmi.51 Huku‘!:l‘lﬂ RE D SERRER WA Nr
4, Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 57 Tahun 2021
3 Peraturan Daerah Kota Cirebon Womors & Tahun 2018 4. Ka. Dinas : 52 Manajemen/S2 Administrasi Publik/S2 yang serumpun divtamakan dengan latar
belaka idi 1,51 Hukl
B.  Peraturan Daeran Kota Cirebon Momor 4 Tahun 2023 g Caion S5 Snph, 1. ons o | Bustam
7 Peraturan Walikota Cirebon Mamer 26 Tahun 202 telah divbah dengan
© Peraturan Walikota Cirebon Momor 83 Tahun 2021
8. Peraturan Walikota Cirebon Nomer 40 Tahun 2021
E0F kesekretariatan 1. Server
2. Komputer Client
3. Jaringan Komunikasi Data
4. Hardware dan Softwara

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

y  Jika SOF ini tidak dilaksanakan, maka mengurangi kualitas layanan
kependudukan.

2 Fihak lerkait wajib menandatangani Perjan)ian Kerjasama

Instansi terkai yang akan dilakukan seling jaringan Hak PYn Terpusat harus membuat
parmohonan




NAMA SKPD: DISDUKCAPIL KOTA CIREBON

MUTU BAKU

NG AKTIVITAS Ket.
SN DA el Persyaratan Waktu Output
Bidang Pengelolaan : "
Informasi Administrasi| Pemanfaatan Eﬁgﬁﬁ;ﬂﬁ:ﬂ:’:ﬁ . d:tL;m
1 hari
Eepennc:udukag dtan ganta IWah kependudukan secara tertulis kepada Surat Permohonan ari Surat Permohonan
[F‘f&‘:} AL ot Disdukcapil Kota Cirebon
Disdukcapil Kota Cirebon menerima surat
permohonan pemanfaatan data : o ' s
; Disposisi Surat Masuk dan : Disposisi Surat Masuk
kependudukan dari Le_r'r_wl:-aga P&nglguna Surat permohonan 2 menit dan Surat permohonan
dan meneruskan ke Dirjen Dukcapil
Kemendagri RI
Dirjen Dukcapil Kemendagri Rl Bila surat
;nergbenkanfpe;s:méu:: :;au ”ETIE:H Surat Persetujuan / Surat Persefujuan / pemanfaatan data
B R Penolakan Pemanfaatan 5 pulan Penolakan Pemanfaatan |kependuduka ditolak
dimana persetujuan Dirjen Dukcapil Data Oata dl Barale ke
Karlnerldagn Bl di tindak lanjut dengan InstansilOPD
perjanjian kerjasama
Melakukan Koordinasi dengan
InstansifOPD pemohon pemanfaatan data
kependudukan, untuk membahas draf Draf Perjanjian kerjasama Draf Perjanjian
perjanjian kerjasama disetujui bersama dan surat perintah Instansi/ 5§ Hari kerjasama dan surat
dan menyampaikan draf perjanjian OFD perintah Instansi/ OPD
kerjasama tersebut ke Kabid PIAK untuk
di ferifikasi
. _ L Bila di setujui di
Melakukan telaah dan persetujuan atas Draf Perjanjian kerjasama Draf Perjanjian kambalikan ke kasi
draf Perjanjian kerjasama dan dan surat perintah Instansi/ 1 Hari kerjasama dan surat terkait untuk
mengirimkan kembali ke Kepala Dinas OPD perintah Instansif OPD | yiakukan perbaikan
Digdukecapil Kota Cirebon dan e ; Thors
; : Draf Perjanjian kerjasama Draf Perjanjian
:‘S:: Tmpf geirg G E;manfaatlan dan surat perintah Instansif 1 Hari kerjasama dan surat
e SORRTHIE). FiER OPD perintah Instansi/ OPD
perjanjian kerjasama
; Draf petunjuk Juknis Draf petunjuk Juknis
:‘Ie:ny:sl.::t f:“'"_”“" "I; m:;?:;i”{j:zmn Pemanfaatan data, surat 5 Hari Pemanfaatan data, surat
Si:.lj M" SUBgR DR menjaga Kerahasiaan dan menjaga Kerahasiaan
SPTIM dan SPTJM




BAG MUTU BAKU
SOP AKTIVITAS Ket.
e Persyaratan Waktu Output
Disdukcapil Kota Cirebon menerima
permohonan pemanfaatan data Draf PKS dan Juknis Draf PKS dan Juknis
kependudukan disertai PKS, Juknis Pemanfaatan data, surat , Permanfaatan data, surat
8 : - . 1 Hari . .
Pemanfaatan data, surat menjaga menjaga Kerahasiaan dan menjaga Kerahasiaan dan
Kerahasiaan dan SPTJM dari SPTIM SPTJM
instansi'Opd pengguan
Déﬂ'nk::,?;nm;irgmbm ";:gETj:;: Draf PKS dan Juknis Maskah PKS dan Juknis
g gemanfaatan P QE'IS' En.a‘ & Pemanfaatan data, surat TR Pemanfaatan data, surat
, p SUES T menjaga Kerahasiaan dan menjaga Kerahasiaan
Kerahasiaan dan SPTJM ke Dirjen
; : SPTIM dan SPTJM
Dukcapil Kemendagri Ri
Dirjen Dukcapil Kemendagri RI
memberikan persetujuan atau menalak Bila surat
surat permanfaatan data Kependudukan Surat Persetujuan / Surat Persetujuan / pemanfaatan data
10 | dimana persatujuan Dirfjen Dukcapil Penolakan Pemanfaatan 1 bulan Penolakan Pemanfaatan |kependuduka ditolak
Kemendagri Rl di tindak lanjut dengan Data Data di beriakn ke
permohonan User ID Development dan InstansifOPD
Admin
Disdukcapil Kota Cirebon menenma surat
User ID Development dan Admin dari User ID Development dan
11 | Dirjen Dukeapil Kemendagri RI dan Admin pemanfaatan Data 1 Harl “SE“;:” S PR e
menyerahkan kepada instansi/ OPD Kependudukan Lo
pengguna
Lembaga pengguna menyediakan
12 Koneksi jaringan berupa Lan/ VPN yang jaringan, Komputer, VPN 1 Hari Akses Data Dukeapil
terkoneksi ke Disdukcapil
Laporan monitoring, evaluasi Kepada
13 | Kemendagri dan Lembaga memberikan Dokurme dan data Balikan 3 bulan g:ll::::]en et o
data balikan kepada Disdukcapil
Petunjuk Pengisian

1. Nama SKPD : tuliskan nama SKPD tempat S0P dibuat

2. Bagian/Bidang : tuliskan nama unit kerja tempat S0P di buat
3. S0P : tuliskan nama SOP yang akan diidentifikasi

4. Aktivitas : rinci tahapan aktivitas/proses kegiatan dari mulai sampai dihasilkannya sebuah output untuk setiap SOP
5. Mutu Baku : tuliskan persyaratan/kelengkapan apa yang diperlukan, waktu yang diperlukan, serta output pada setiap aktivitas yang dilakukan
6. Keterangan : tuliskan informasl lain yang diperlukan




PEMANFAATAN DATA WEE FORTAL

PELAKSAMNA MUTU BAKLU
Sub Koordinator Dukcapil
; KEGIATAN
o InstansilOPD | oo 0ia Dinas Kabid PIAK | kerjama sama dan | Kemendagri Perlengkapan Waktu Output
pengguna
Inovasi Rl
1 2 3 L] 4 1] T 8 8 i0
Instansif OPD mengajukan surat permohonan Surat
1 pamarfaatan date kependudukan secara tertulis mulal Surat Permchonan 1 hari B
kepada Disdukcapil Kota Cirebon
Penolakan
Disdukcapil Kota Cirebon menerima sural
permohonan pemanfaatan data kepandudukan dari : ; Sural
2 Lembaga Pengguna dan meneruskan ke Diren Disponial Surat Mia S nne Permmahonan
Cukcapil Kemendagn RI
Dirjen Dukcapil Kernendagri Rl memberikan o
persetujuan atau menolak surat pemanfaatan data
3 Kependudukan dimana persetujuan Dirjen Dukcapil )<> ti:'ﬂr:lilz:mmmn dan 5 Bulan g;rrr';'lluhunan
Kemendagr RI di tindak lanjut dengan perjanjian
kerjasama
Malakukan Koordinasi dengan InstansifOPD pemonaon )
pemanfaatan data kependudukan, untuk membahas Surat Persetujuan / oot e s e
i ; - s / Panciakan
4 draf perjanjian kerjasama disetujui bersama dan ;Ej( Penolakan Pemanfaatan 15 menit Pamariaatar
menyampaikan draf pananjian kerjasama tersebut ke Data Dala
Kabid PIAK untuk di ferifikasi Frenolakm
s . Craf Peranjian
s P y :
2 Malakukan telaah dan persstujuan atas draf Peranjian Eéﬁfsu?:tanp;:l‘;:rjasama 1 Hari kerasama dan
A keresama dan mengirimkan kembali ke Kepala Dinas | g s surat perintah
nstansil OPD :
Instansif QPD
Perscrujuan ”
Disdukcapil Kota Cirebon dan instansiiOPD Draf Peranjian kerjasama E;E_'f ::mwzﬂé'::
& parmohonan pemanfastan data kepandudukan :]‘ dan surat perintah 1 Hari sug Safintal
menandatangani perjanjian kerjasama Instansif OPD Instansi/ OPD
Draf Perjanjian kenasama Dm.f Penanjian
L Menyusun petunjuk Juknis Pemanfastan data, surat d : ’ kerasama dan
7 ; an surat perintah 1 Hari :
menjaga Kerahasiaan dan SPTJM Instansi/ OFD surat perintah
Instansi/ OFD




PFELAKSANA MUTU BARD
Sub Koordinator Dukcapil
No. KEGIATAN natnnelVOPD | epaia Dinas Ksbid PIAK | kerjama sama dan Knm-andflgﬂ Pedengkapan Wakiu Output
pangguna Inovasi Rl
1 ] 3 F] B [ I ] ] 10
Diraf patunjuk
Disdukcapil Kota Cirabon menerima permaohonan . ; Juknis
pemanfaatan data kepandudukan diserai PKS, Juknis D Eemr:\::::::;: é';tk:'iu - Pemanfaatan
B Pemanfaatan data, sural menjaga Kerahasiaan dan - e Kmhasi;an 75 1 Hari data, surat
SPTJM dari instansi'Opd pengguan dan meneruskan Penolakan SF'TL&I'EE menjaga
permahonan ke Dirjen Dukcapil Kemeandagri RI Kerahasiaan dan
SPTIM
Dirjan Dukcapil Kemendagr Bl memberixan
persetujuan atau menolak surat pemanfaatan data Surat Persetujuan / ?;ﬁ;;g:mlm“
8 Kependudukan dimana persetujuan Difen Duksapil p.,,smjuar Penolakan Pemanfaatan 1 bulan IF'man!aatan
Kemendagri R di tindak lanjut dengan permohonan ,<> Data Data
User ID Development dan Admin E
" : 1
e T T - | ko 0 Dovopmen s 6 o
10 3 : . ! dan Admin pemanfaatan 1 bulan Pasword wed
Kemendagri Rl dan menyershkan kepada instansi/ Data Kependudukan aortal
OPD pengguna
Lambaga pengguna menyadiakan Koneksi jaringan . o . Mkzes Data
1 | berupa Lan/ VPN yang terkoneksi ke Disdukcapil [ i | jaringan, Komputer, VPN | 1 Han | b i
Laporan monitoring, evaluasi Kepada Kemendagri
12 | dan Lembaga memberikan data baliksn kepada Dokume dan data Balikan |° f'z”'f:” dan|, Dikuman dan
: : wlan data Balikan
Disdukecapil
an
1. Mama SKEPD : tuliskan nama SKPD tempat SOP dibuat
2. Bagian/Bidang : tuliskan nama unit kerja ternpat SOF di buat
3, Momor S0P; tuliskan nomer prosedur yang di SOF kan
4, Tanggal Pembuatan : tuliskan tanggal pertama kali S0P dibuat
5, Tanggal ravisi: tuliskan tanggal SO direvisi
&, Tanggal efektif : tanggal mulai diberlakukan SOP
7. Disahkan oleh : pengesahan oleh pejabat yang berkompeten
8. Wama S0P : tuliskan nama S0P yang akan dildentifikasi
%, Dasar Hukum : tuliskan peraturan perundang-undangan yang mendasari prasedur
10. Keterkaitan @ tuliskan keterkaitan prosedur yang distandarkan dengan prosedur lain yang distandarkan
11. Peringatan : tuliskan mengenal kemungkinan yang terjadi ketika prosedur dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, permasalahan yang mungkin muncul dan bagaimana cara mengatasinga
12, Kualifikasi personel : tuliskan mengenai kualifitasi pegawal yang dibutuhkan dalam melaksanakan perannya pada prosedur yang distandarkan
13. Peralatan dan perlengkapan : tuliskan mengenai daftar peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan
14, Peneatan dan Pendataan © memuat berbagai hal yang perlu didata dan dicatat oleh setiap pegawai yang berperan dalam pelaksanaan prosedur yang telah distandarkan
15, AkLivitas : rincian tahapan aktivitas yang sudah diidentifikasi di Form 2
16. Pelaksana : pelaksana yang terlibat dalam kegiatan yang distandarkan urutan pelaksana sesuai dengan urutan akLivitas)
17. Mutu Baky : tuliskan persyaratan/kelengkapan apa yang diperlukan, waktu yang diperlukan, serta output pada setiap aktivitas yang dilakukan
18, Keterangan ; tuliskan informasi lain yang diperlukan
1%, Gambar Flowchart dan alur kegiatan yang distandarkan
Cei D Ed —
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FORM 1
DAFTAR KEBEUTUHAN PENGEMBANGAN SOP

Mama SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAMN PENCATATAN SIPIL KOTA CIREBON

SOP yang Akan Dikembangkan AR g
n/Bida Prosedur
1. PENGELOLAAN 1. SINKRONISASI DATA PENDUDUK PERMINTAAN
INFORMASI ORGANISASI PEMERINTAHISWASTA/NCN PROFIT
ADMINISTRASI 5

KEPENDUDUKAN DAN 3
PEMANFAATAN DATA 4

(PIAK)

2. %
2
3.
4

3. 1.
2
3.
4.

4. 1.
2
3.
4.,

5. 1.
2.
3.
4.

Petunjuk Pengisian
1. Nama SKPD : tuliskan nama SKPD tempat SOP dibuat

2. Bagian/Bidang : tuliskan nama unit kerja tempat SOP di buat
3. Prosedur ; tuliskan nama kegiatan yang akan buat SOPnya
4_Alasan pengembangan @ tuliskan alasan SOP tersebut akan dikembangan (alasan yuridis dan alasan faktual)




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

SINKRONISASI DATA PENDUDUK PERMINTAAN ORGANISASI PEMERINTAHISWASTA/NON PROFIT

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON Momor SOP DO B3 450P P-O3DUKCAPIL/2025
DINAS KEPENDUDUKAM DAM PENCATATAMN SIPIL Tanggal Pemboustan 232 Agustus 2025
Tanggal Revisi 22 Agustus 2025
Tanggal Efektif 2 Agustus 2025

Digahkan oleh

PIt.
4 .-_:'-;.l;'.-o-"'_' ]
[ ] e
||I i »

| 3 T I,
|Im |,"-". ] T er j—k ud
g SN0 g (MBS

BIDANG PENGELOLAAN INFORMAS| ADMIMISTRASI KEPENDUDUKAN DAM

FPEMAMFAATAM DATA Nama S0P :

DASAR HUKLUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1 Undang-Undang Momor 25 Tahun 2008 tentang Palayan Publik

Peraturan Presiden Momor 36 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.

3 Peraturan Menteri Dalam Meger Nomaor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,

4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nemar 15 Tahun 2014 tertang
Pedoman Standar Pelayanan,

Peraturan Merteri Dalam MNegeri Mo, 85 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Adminisirasi Kependudukan

B Peraturan Daerah Momor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik dilingkurgan

Pemerintab Kota Cirebon
Peraturan Daerah Kota Cirebon Momor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Adminisirasi
Kepandudukan

Administrator Data Base: D351 Komputer/S1 TI

. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemanfaatan Data Kependudukan © yang serumpun diutarmakan
dengan latar balakang Pendidikan 51 Sospol, 31 Ekonomi,51 Hukum

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data = 52
 Manajemen/52 Administrasi Publi/52 yang serumpun divtamakan dengan latar belakang
Pendidikan 51 Komputer .51 Sospol, S1 Ekenomi, 51 Hukum

Ka. Dinas : 52 Manajemen/S2 Administrasi Publi/S2 yang sarumpun divtamakan dengan latar
belakang Pendidikan 51 Sospol, 51 Ekenomi,51 Hukum

KETERKAITAN

PERALATAN { PERLENGKAPAN

- S0P Pelayanan Permohonan Data

- Data Base Kemendagri
- Kemputer

- Lembar Kerja

- ATK

PERINGATAN

PEMCATATAN DAN PENDATAAN

1, Katedambatan inferrmagi
2. Pangadministrasi surat masuk tidak tertib mengakibatkan informasi tidak bisa diindaklanjuti tepat waktu

- Pengarsipan

N
SINKRONISAS] WWE?MNTMN ORGAMISASI
PEMERINTAH/SWASTANGN PRO




MAMA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIREBON

MLUTU BAKU
IAN | BIDANG SOP AKTIVITAS 25k
BAGIAN Persyaratan Waktu Output
Bidang Pengelolaan Sinkronisasi Data
Informasi Administrasil pPenduduk
Kepandudukan dan Permintaan Menerima surat permohonan sinkronisasi data o
Pemanfaatan Data Organisasi ! perduduk, mendisposisikan kepada Kabid PIAK SR el Ll
Pemerintah/Swasta,
IMon Profit

Menerime disposisi Kadis, memaerintahkan Kasi
2 untuk menelash dan memberikan data penduduk Sural Permohanan 10 menit  |Disposisi surat
yang sudah di sinkronisasi

Menerima disposisi surat permohonan sinkronisasi
deta penduduk, manunjuk petugas untuk

: 1 ; : S

3 melakukan sinkroniasi dan verifikasi data, Gurst Frenchoaan it HIspoSHSUrat
membuat jawaban tertulis hasil pengolahan dala,

4 ADE melakukan Sinkronisasi dan Verfikasi Data Surat Permohonan B0 menit Data penduduk

ADE memberikan hasil sinkronizasi dan verifikasi
5 data, Kasi membugt jawaban tertulis hasil Cata Penduduk 10 menit Surat Balasan
sinkronisasi dan verifikasi data.

Mengoreksi surat balasan permohonan

L sinkrenisasi data penduduk Surat Balasan 10 menit Surat Balasan

7 F_Enanqmganan surat balasan permochonan Surat Balasan & menit Sural Balasan
sinkronisasi data penduduk

& Pengiriman Surat Balasan Surat Balasan 10 menit Surat Balagan

Petunjuk Pengisian

. Nama SKPD : tuliskan nama SKPD tempat S0P dibuat

. Bagian/Bidang : tuliskan nama unit kerja tempat S0P di buat

. S0P : tuliskan nama S0P yang akan diidentifikasi

. Aktivitas : rinci tahapan aktivitas/proses kegiatan dari mulai sampai dihasilkannya sebuah output untuk setiap S0P

. Mutu Baku : tuliskan persyaratan/kelengkapan apa yang diperlukan, waktu yang diperlukan, serta output pada setiap aktivitas yang dilakukan
. Keterangan : tuliskan informasi lain yang diperiukan

oW B ek B




SINKRONISAS| DATA PENDUDUK PERMINTAAN ORGANISASI PEMERINTAHISWASTA/NON PROFIT

PELAKSAMA MUTL BAKL
Mo. KEGIATAN h Ket.
Pemohon |\ oiaDinas| "®P% | iconalaSeksi|  ADB Perengkapan Wakiu Output
Data Bidang
1 2 3 4 5 ] 7 8 8 10 11
o
Menerima surat permohonan sinkronisasi dala LD_ : T
3 o 1

1| penduduk, mendisposisikan kepada Kabid PIAK Sl Parmarionin 0 menit ek L
Menernma disposisi Kadis, memerintahkan Kasi untuk

2 merelzah dan memberikan data perduduk yang sudsh Surat Permohonan 10 menit Disposisi surat
di sinkronisasi
Menarma disposisi surat permohonan sinkronisasi data
penduduk, menunjulk petugas untuk melakukan " i e

3 sinkroniasi dan verifikasi data, membuat jawaban Surat Permaohonan 10 manit Disposisi gurat
tertuliz hasil pengolahan data.

4 ADBE metakukan Sinkronizasi dan Verifikasi Data Kompauter, DEE 60 menit Data penduduk
ADE memberikan hasil sinkronisasi dan verifikasi data,

5 Kasi membuat jawaban tertulis hasll sinkronisasi dan Data Penduduk 10 menit Surat Balasan
varifikasi data.
Mengoreksi surat balasan permohonan sinkranisasi E:“__ :

3 data panduuk Surat Balasan 10 menit Sural Balasan
Penandatanganan surat balasan parmohonan I_I

7 sinkronisasi data penduduk Surat Balasan aainl Surat Belesan

||
! Pengiriman Surat Balasan lf_l Surat Balasan 10 menid Suratl Balasan

Petunjuk Pengislan
1, Mama SKPD ; tuliskan nama SKPD tempat S0F dibuat

. Bagian/Bidang : tuliskan nama unit kerja tempat SOF di buat

. Momor SOF; tuliskan nomar prosedur yang di S0F kan

. Tanggal Pembuatan : tuliskan tanggal pertama kall S0P dibuat

Tanggal revisi: tuliskan tanggal S0P direvisi

. Tanggal efektif : tanggal mulai diberlakukan S0P

. Disahkan oleh : pengesahan oleh pejabat yvang berkompeten

, Marna S0P ; tuliskan nama S0P yang akan dildentifikasi

. Dasar Hukum : tuliskan peraturan perundang-undangan yang mendasari prosedur

10, Keterkaitan ; tuliskan keterkaitan prosedur yang distandarkan dengan prosedur lain yang distandarkan

11. Peringatan : tuliskan mengenai kernungkinan yang terjadi ketika prasedur dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, permasalahan yang mungkin muncul dan bagaimana cara mengatasinya
12, Kualifikas! personel : tuliskan mengenai kualifikasi pegawai yang dibutuhkan dalam melaksanakan perannya pada prasedur yang distandarkan

13. Peralatan dan perlengkapan - tuliskan mengenai daftar peralatan dan periengkapan yang dibutuhkan

14, Pencatan dan Pendataan : memuat berbagai hal yang perlu didata dan dicatat oleh setiap pegawal yang berperan dalam pelaksanaan prosedur yang telah distandarkan
15, Aktivitas : rinclan tahapan aktivitas vang sudah diidentifikasi di Form 2

16, Pelaksana : pelaksana yang terlibat dalam kegiatan yang distandarkan [urutan pelaksana sesuai dengan urutan aktivitas)

17, Mutu Baky : tuliskan persyaratan/kelengkapan apa yang diperlukan, wakbu yang diperlukan, serta output pada setiap aktivitas yang dilakukan

18. Keterangan : tuliskan informasl lain yang diperfukan

19. Gambar Flowchart dan alur kegiatan yang distandarkan

—
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FORM1
DAFTAR KEBUTUHAN PENGEMBANGAN SOP

Nama SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIREBON

Eﬂl’f yang Akan Dikembangkan Aldsan Pangeiohangan
ian/Bida : Prosedur
1. PENGELOLAAN 1.SINKRONISAS| DAN VERIFIKAS] DATA PENDUDUK |-
INFORMASI PERMINTAAN PRIBADI
ADMINISTRASI 9
KEPENDUDUKAN DAM 3'
PEMANFAATAN DATA 4'
(PLAK) :
2. 1,
2,
3.
4,
3. T
2.
3.
4
4. T
2.
3.
4.
5, 1.
2.
3
4.

Petunjuk Pengisian

1. Nama SKPD : tuliskan nama SKPD tempat SOP dibuat

2. Bagian/Bidang : tuliskan nara unit kerja tempat SOF di buat
3. Prosedur : tuliskan nama kegiatan yang akan buat SOPnya
4. Alasan pengembangan : tuliskan alasan SOP tersebut akan dikembangan (alasan yuridis dan alasan faktual)




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SINKRONISAS| DAN VERIFIKAS| DATA PENDUDUK PERMINTAAN PRIBADI

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON Nomor SOP 000.8.3 4/SOP P-04/DUKCAPIL/2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Tanggal Pembuatan 22 Agustus 2025
Targgal Ravisi 22 Agustus 2025
Tanggal Efektif 22 Agustus 2025
Cisahkan aleh
i . ﬁ?.
BIDANG PENGELOLAAN INFORMAS| ADMINISTRAS| KEPENDUDUKAN DAN W2 U x GBe
PEMANFAATAN DATA Nama SOP | SINKRONISAS| Dl VERIFIRAGIDATA PENDUDUK PERMINTAAN PRIBADI

—_

—_—

DASAR HUKLUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1 Undang-Undang Momor 25 Tahun 2008 tentang Palayan Publik

Peraturan Presiden Momor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendafiaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.

3 Peraturan Menteri Dalam Neged Mamor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Megara dan Reformasi Birokras Nomer 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

Peraturan Menteri Dralam Negad Na 9% Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
g Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik dilingkungan
Pemerintah Kata Cirebon.

Peraturan Daerah Kota Cireban Namaor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan,

. Administrator Data Base: D3/S1 Komputers1 TI

. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemanfaatan Data Kependudukan : yang serumpun diutamakan
dengan |atar belakang Pendidikan 51 Sespal, 1 Ekenomi, 31 Hukum

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data : 52
* Manajemen'S2 Administrasi Publik/S2 yang serumpun diutamakan dengan latar belakang
Pendidikan 51 Komputer 51 Sospol, 51 Ekonomi,S1 Hukum

4 Ka. Dinas : 52 Manajemen/52 Administrasi Publik/52 yang serumpun diutamakan dengan latar

belakang Fendidikan 51 Sospal, 51 Ekenomi, 51 Hukum

KETERKAITAN PERALATAN | PERLENGHAPAN
- B50P Pelayanan Permohonan Data - Data Base Kemendagri
- Komputer
- Lembar Kerja
- ATK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Katefambatan informasi
2 Pengadminisirasi sural masuk tidak tertib mengakibatkan informasi tidak bisa ditindaklanjuti fepat wakiu

- Pengarsipan




NAMA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIREBON

MUTLU BAKU
BAGIAN ANG SOP AKTIVITAS K
S i Persyaratan Wakitu Output o
]EI':;ME:TE: ;::':;?rr;ﬁi Sinkronisasi dan Pemohon datang langsung ke Kantor Disdukcapil,
g md dxike dani Verfikasi Data 4 menyampaikan permohonan sinkronisasi dan Dekurmen kependudukan 5 menit ik pendutik
KEFF e; Mu e o Da:a Pendudiuk verifikasi data ke Penanggungjawab pelayanan yang dimiliki pe
Parmintaan Prioadi (MOD)
Penanggungjawab pelayanan (MOD) Dokumen kependudukan .
2 | mengarahkan permohon kepada ADB yang dimilixi Smenit  |Data penduduk

ADB memberikan layanan pada pemchon dengan
rmelakukan Sinkronisasi dan Veriflkasi Data ke

Dokumen kependudukan

dengan pafmohonan

3 pusat. Apabila data pemohaon tidak o dirniliki 15menit  |Data penduduk
sesuaibermasalah maka ADE merekomendasikan yang
ke bidang pelayanan terkart
Bidang pelayanan terkait membenkan layanan Dokumen kependudukan 4
s lanjutan kepada permohon sesuai arahan dar ADB | yang dimiliki 30 menit Elata: pawdat
5 Pamohon telah mendapatkan pelayanan sesuai Data Penduduk yang valid 5 et Data pendudik

Petunjuk Pengisian
1. Mama SKPD : tuliskan nama S5KPD tempat S0P dibuat

2. Bagian/Bidang : tuliskan nama unit kerja termpat 0P di buat
3500 : tuliskan nama S0P yang akan dildentifikasi

4. Aktivitas - rincl tahapan aktivitas/proses kegiatan dari mulai sampai dihasilkannya sebuah output untuk setiap S0P

5. Mutu Baky : tuliskan persyaratan/kelengkapan apa yang diperlukan, waktu yang diperlukan, serta output pada setiap aktivitas yang dila kukan

6. Keterangan - tullskan informasi lain yang diperiukan




SINKROMNISAS] DAN VERIFIKASI DATA PENDUDUK PERMINTAAN PRIBADI

PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN Ket.
Pemonon |pewgasmop|  ADE  |Kepala Seksi Perengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 & 8 8 10 1
mulal
Pamohon datang langsung ke Kantor Disdukezapil, Cokumen
1 manyampaikan permolonan sinkronisasi dan verifikasi kependudukan yang | 5 menit Data penduduk
dafa ke Penanggunpjawab pelavanan (MOD) dimiliki
: Dokumen
Penanggungjawab pelayanan (MOD) mengarahkan p
2 pemohon kepada ADB *l I kilap-&n_dudukﬂn yang | 5 menit Data panduduk
dirmiliki
ADB memberikan layanan pada pemohon dengan ﬁ Gickiiiran
melakukan Sinkronisasi dan Verifikasi Data ke pusat. :
* | Apabia data pemohon tidak sesuaifbermasalah maka :ﬁﬁi:?”d”k‘m yong | 18 nend Lt panoud
ADB merekomendasikan ke bidang pelayanan lerkai
Bidang pelayanan terkait memberikan layanan lanjutan E:
4 kepada pemohon sesual arahan dar ADB HOMpArias: LS 30 menk Data penduduk
Pemohon telah mendapatkan pelayanan sesual dengan é Data Penduduk yang| :
3 permohonan m valid 5 meanit Data panduduk
Petunjuk Pengisian
1. Nama SKPD : tuliskan nama SKPD tempat SOP dibuat
2. Bagian/Bidang : tuliskan nama wnit kerja tempat S0P di buat
3. Momer SOP: tuliskan nomar prosedur yang di SOP kan
4, Tanggal Pembuatan : tuliskan tanggal pertama kall 30F dibuat
5. Tanggal revisi: tuliskan tanggal SOF direvisi
&. Tanggal efektif : tanggal mulai diberlakukan S0P
7. Disahkan oleh : pengesahan oleh pejabat yang berkompeten
&, Mama SOP : tuliskan nama S0P yang akan ditdentifikasi
9, Dasar Hukum : tuliskan peraturan perundang-undangan vang mendasarni prosedur
10. Keterkaitan : tuliskan keterkaitan prosedur yang distandarkan dengan prasedur [ain yang distandarkan
11. Peringatan : tuliskan mengenai kemungkinan yang terjadi ketika prosedur dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, permasalahan yang mungkin muncul dan bagaimana cara mengatasinya
12. Kualifikasi personel : tuliskan mengenal kualifikasi pegawal yang dibutuhkan dalam melaksanakan perannya pada prosedur yang distandarkan
13, Peralatan dan perlengkapan : tuliskan mengenai daftar peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan
14, Pencatan dan Pendataan ; memuat berbagai hal yang perle didata dan dicatat oleh setiap pegawai yang berperan dalam pelaksanaan prosedur yang telah distandarkan
15, Aktivitas : rincian tahapan aktivitas vang sudah dildentifikasi di Form 2
16. Pelzksana : pelaksana yang terlibat dalam kegiatan vang distandarkan (urutan pelaksana sesual dengan wrutan aktivitas)
17. Mutu Baku : tuliskan persyaratan/kelengkapan apa yang diperlukan, waktu yang diperlukan, serta output pada setiap aktivitas yang dilakukan
18. Keterangan @ tuliskan informasi lain yang diperlukan
18. Gambar Flowchari dan alur kegiatan yang distandarkan
Tidak




FORM 1
DAFTAR KEBUTUHAN PENGEMBANGAN SOP

Nama SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIREBON

] SOP yang Akan Dikembangkan Atasan Pengembangan
ian/Bid : Prosedur . _ :
1. PENGELOLAAN 1. FASILITASI DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN
INFORMASI 2,
ADMINISTRASI 3.
KEPENDUDUKAN DAN |4
PEMANFAATAN DATA
(PIAK)
2. o
2.
3
4.
3. 1.
2.
3.
4,
4. 1.
2.
3.
4.
S. 1.
2.
3.
4.

Petunjuk Pengisian

1. Nama SKPD : tuliskan nama SKPD termpat SOP dibuat

2. Bagian/Bidang : tuliskan nama unit kerja tempat SOP di buat
3. Prosedur : tuliskan nama kegiatan yang akan buat SOPnya
4. Alasan pengembangan : tuliskan alasan SOP tersebut akan dikembangan (alasan yuridis dan alasan faktual)




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
FASILITASI DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON Momar S0P Q00,8 3 4/S0P.P-0S/DUKCAPILI2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Tanggal Pembuatan 22 Agustus 2025
Tanggal Revisi 22 Agustus 2025
Tanggal Efektif 22 Agustus 2025 .
Pr ALADIRASK DUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
f N
I-.' x
Dizahkan cleh i
%
R - Ory |RAHMAT SALEH
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRAS| KEPENDUDUKAN DAN PN 87 vl 22 188703 1 005
PEMANFAATAN DATA Nama SOP - FASILITAS| DATA AGREGAT KERENIIDUKAN
‘:‘ﬂ::t*:_ﬁ—__-_',.-"z"'

DASAR HUKLUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayan Publik

Peraturan Presiden Momor 98 Tehun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendeflaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil

3  Peraturan Menteri Dalam Negeri Momaes 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Momeor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

Peraturan Menteri Dalam Megeri No.95 Tahun 2019 tentang Sistemn Informasi Administrasi Kependudukan

g Peraturan Daerah Nomar 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik dilingkungan
Pemearintah Kola Cirebon.

Peraturan Dasrah Kota Cirebon Momar 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan.

. Administrator Data Base: D3/51 Komputar/S1 Tl

Kepala Seksi Pengolahan dan Pemanfaatan Data Kependudukan : yang serumpun distamakan
dengan latar belakang Pendidikan 51 Sospel, 51 Ekonomi.51 Hukum

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Adminisirasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data : 52
ManajemeryS2 Administragi Publik/S2 yang serumpun diutamakan dengan |atar belakang
Pandidikan 51 Komputer 51 Sespol, 51 Ekgnomi, 51 Hukum

Ka. Dinas : 52 Manajemen/S2 Administrasi Publi/S2 yang serumpun diutamakan dengan latar
balakang Pendidikan 51 Sospol, 51 Ekonomi, 51 Hukum

KETERKAITAN

PERALATAN | PERLENGKAPAN

- BOF Penyusunan Agragat Kependudukan

- Datz Base Kemendagri
- Kemputer dan Jaringan
- Lembar Kerja

- ATK

PERINGATAN

PEMCATATAN DAN PENDATAAN

1. Keterlambatan infarmasi
2. Pengadministrasi surat masuk fidak tertib mengakibatkan informasi tidak bisa ditindaklanjuti tepat wakiu

- Pengarsipan




NAMA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIREBON

BAGIAN / BIDANG sop AKTIVITAS ckddin Ket,
Persyaratan Waktu Qutput
Bidang Pengelclaan Fasilitasi Data Menerima surat permahonan dala agregat
Informasi Adminigtrasi Agregat 1 kepandudukan, mendisposisikan kepada Kabid Surat Permohonan 10 menit | Disposisi surat
Kependudukan dan Kependudukan PlAK,
Pemanfastan Data Menerima disposisi Kadis, memerintahkan Kasi
2 untuk menelsah dan memberikan data agregat Surat Permohonan 10 menit | Disposisi surat
kependudukan
Menerima disposisi sural parmahonan data
penduduk, Jika disetujui, menunjuk petugas untuk
meiakukan pengolahan deta agregst ' ; e
3 kependudukan, membuat jawaban tertulis hasil Surat Permohonan 10 menit | Disposisi surat
pengolahan data Jika ditolak membuat jawaban
tertulis panolakan permohonan
4 ADB melakukan Pengolahan Data Surat Permohanan B0 menit Data penduduk
ADB memberikan hasil pengolahan data, Kasi E
A membuat jawaban tertulis hasil pengolahan data. Eaata: P RDavK 10 menit Surat Balawun
Mengoreksi surat balasan parmehonan data .
5] agregat kependudukan Surat Balasan 10 menit Surat Balasan
Penandatanganan surat balasan permohonan data :
T agr kependudukan Surat Balasan 5 menit Surat Balazan
8 Pengiriman Surat Balasan Surat Balasan 10 menit Surat Balasan

Petunjuk Pengisian

1. Nama SKPD : tuliskan nama SKPD tempat SOP dibuat

2. Bagian/Bidang : tuliskan nama unit kerja tempat S0P di buat
3. S0P : tuliskan nama S0P yang akan diidentifikasi

4. Aktivitas : rinci tahapan aktivitas/proses kegiatan dari mulal sampal dihasilkannya sebuah cutput untuk setiap SOP
5. Mutu Bakuy ; tuliskan persyaratan/kelengkapan apa yang diperlukan, waktu yang diperlukan, serta output pada setiap aktivitas yang dilakukan

6. Keterangan : tuliskan informasi lain yang diperlukan




FASILITASI DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN

PELAKSANA MUTU BAKU
Mo, KEGIATAN Pemohon Kepala z Ket.
Data Kepala Dinas Bidang Kepala Seksi ADB Perlangkapan Waktu Dutput
2 3 4 ] [ T 8 9 10 11
Menerima surat permohonan data agregat kependudukan, LD_ ;
mendisposisikan kepada Kabid PIAK Surat Permohanan 10 maenit Disposis! surat
Menerima disposisi Kads, memenntahkan Kasi untuk : % 5
menelaah dan memberikan data agregat kependudukan Surat Permohenan: | 10 menit DRspoSE. surat
Meanerima disposisi surat permohonan data penduduk, Jika
disetujui, menunjuk petugas untuk melakukan pengolahan
dala agregat kependudukan, membuat jawaban tertulls hasll disetujui Surat Permohanan 10 menit Disposisi surat
pangolatan data. Jika ditolak membuat jawaban terulis
penolakan permohonan.
ADB melakukan Pengolahan Data i Komputer, DKEB G0 menit Data penduduk
ADE mermberikan hasil pengolahan data, Kasi membust
jawaban tertulis hasil pangolahan data. Data Penduduk 10 manit Sural Balasan
Mengoreksi surat balasan permahanan data agregal D’Q_] e Bkt 10 menit e
kependudukan
Penandatanganan surat balasan permehcnan data agregat .
ia
kependudukan Surat Balasan 5 menit Surat Balasan
|
Pengiriman Sural Balasan lj( Surat Balasan 10 menit Surat Balasan
Petunjuk Pengisian
1. Mama SKPD : tuliskan nama SKPD tempat SOF dibuat
2. Bagian/Bidang : tuliskan mama unit kerja tempat S0P di buat
3, Womaor SOP; tuliskan nomor prosedur yang di S0P kan
4. Tanggal Pembuatan : tuliskan tanggal pertama kali S0F dibuat
5, Tanggal revisi: tuliskan tanggal SOP direvisi
6. Tanggal efekilf : tanggal mulai diberlakukan SOFP
7. Disahkan oleh : pengesahan oleh pejabat vang berkompeten
B. Mama SOF : tullskan nama S0P yang akan diidentifikasi
9, Dasar Hukum : tuliskan peraturan perundang-undangan yang mendasari prasedur
10. Keterkaitan @ tuliskan keterkaitan prosedur vang distandarkan dengan prosedur lain yang distandarkan
11. Peringatan : tullskan mengenal kerungkinan yang terjadi ketika prosedur dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, permasalahan yang mungkin muncul dan bagalmana cara mengatasinya
12. Kuallfikas! personel : tuliskan mengenai kualifikasi pegawai yang dibutuhkan dalam melaksanakan perannya pada prosedur yang distandarkan
13. Peralatan dan perlengkapan : tuliskan mengenai daftar peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan
14. Pencatan dan Pendataan : memuat berbagal hal yang perlu didata dan dicatat oleh setiap pegawal yang berperan dalam pelaksanaan prosedur yang telah distandarkan
15. Aktivitas : rincian tahapan aktivitas yang sudah diidentifikasi di Form 2
16. Pelaksana : pelaksana yang terlibat dalam keglatan yang distandarkan (urutan pelaksana sesuai dengan urutan aktivitas)
17. Mutu Baku : tuliskan persyaratan/kelengkapan apa yang diperlukan, waktu yang diperlukan, serta output pada setiap aktivitas yang dilakukan
18. Keterangan : tuliskan informasi laln yang diperlukan
19. Gambar Flowchart dan alur kegiatan yang distandarkan
e []1 O I _] -
l <> Ticalk
== < 3 Ve




FORM 1
DAFTAR KEBUTUHAN PENGEMBANGAN SOP

Nama SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIREBON

S0P yang Akan Dikembangkan Aistais B bangan
Ba Prosedur ; :
1. FENGELOLAAN 1. Penyediaan Informasi Yang Dapat Diakses
INFORMASI Masyarakat
ADMINISTRASI 2.
KEPENDUDUKAN DAN|3.
PEMANFAATAN DATA |4.
(PIAK)
2. 1.
2.
3.
4.
3. o3
2.
3.
4.
4. T
2.
3.
4.
& 1
2.
3
4.

Petunjuk Pengisian

1. Nama SKPD : tuliskan nama SKPD tempat SOP dibuat
2. Bagian/Bidang : tuliskan nama unit kerja tempat SOP di buat
3. Prosedur ; tuliskan nama kegiatan yang akan buat SOPnya

4. Alasan pengembangan : tuliskan alasan SOP tersebut akan dikembangan (alasan yuridis dan alasan fakiual)




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYEDIAAN INFORMASI YANG DAPAT DIAKSES MASYARAKAT

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON Nomor SOP 000.8.3 4/SOP_P-0B/DUKCAPILI2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Tanggal Pambuatan 22 Agusius 2025
Tanggal Revisi 22 Agustus 2025
Tanggal Efektif 22 Agustus 2025 ———
PIt WHIT\LE?ENDUDUP{AN OAN PENGCATATAN SIPIL
» ~. ‘HDT& CIREBCN
J;f R T
Disahkan aleh [ e
-
x;
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRAS! KEPENDUDUKAN N\ N2
DAN PEMANFAATAN DATA Nama SOP ; PENYEDIAAN \h@h;nw@ MT DIAKSES MASYARAKAT

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS] PELAKSAMNA

1. Undang-Undang Mamaor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

2. Kepres Momor B8 Tahun 2004 tertang Pangelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

3. Peraturan Menteri Dalam Neger Mo, 85 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkambangan
penduduk

4. Peraturan Menteri Dalam Neger No. 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi
Kepandudukan

5 PERDA No. 4 Tahun 2023 fentang Panyelenggaran Administrasi Kependudukan

6. Peraturan Walikota (FERWALIY Kota Cirebon Nomor 83 Tahun 2021 Persbahan Atas Peraturan Walikota
Cireban Momer 26 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungs, Serta Tata Kerja
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Clrebon

. Admimistrator Data Base: D3/S1 Kompuler'S1 TI

. Kepala Seksi Pengalahan dan Penyajian Data Kependudukan : yang serumpun diulamakan

dengan latar belakang Pandidikan 51 Sospol. 51 Ekenomi, 51 Hukum

. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data ;. 52

Manajemen/SZ Administrasi Publik/S2 yang serumpun diutamakan dengan latar belakang
Fendidikan 51 Komputer .51 Sospol, 51 Ekonomi.51 Hukum

Ka. Dinas - 52 Manajemen'S2 Administrasi Publik'S2 yang serumpun divtamakan dengan latar
belakang Pendidikan 51 Sospol, 51 Ekonoml 51 Hukum

KETERKAITAN PERALATAN /| PERLENGKAPAN
- S0P PENYEDIAAN INFORMASI YANG DAPAT DIAKSES
MASYARAKAT - Data Base Kemandagri

- Kompuler dan Jaringan

- Lembar Kerja

- ATK
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Keterlambatan informasi - Pengarsipan

2. Pengadministrasi sural masuk fidak teriib mengakibatkan informasi tidak bisa ditindaklanjutl lepat wakiu




NAMA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIREEON

MUTU BAKU
BAGIAN | BIDANG S0P AKTIVITAS Ket.
Persyaratan Waktu OQutput
Memberi bahan informasi untuk dapat diakses ; ; Konsep informasi yang

PENYEDIAAM
BIDANG AR masyarakat kepada Pengelola WEB/EDITOR | Sorver Informasiterbaru | 30 menit | qopof giakses masyarakat | DO o
FPENGELOLAAN YANG DAPAT
INFERNE SN DIAKSES Pengolahan bahan/ data yang akan diakses SanA, onkae mformasi 2 Konsep informasi yang
ADMINISTRASI MASYARAKAT iRkt yang dapat diakses 120 menit Sinat iskes inbayarakal
KEPENDUDUKAN masyarakat
DAN PEMANFAATAN
DATA Koreksi dan masukan Pimpinan jika ada koreksi | Konsep informasi yang &0 menit Konsep informasi yang

kembali lagi ke Pengelola Web/Editar

dapat diakses masyarakat

dapat diakses masyarakat

Persetujuan Informasi yang dapat diakses

Konsep Informasi yang akan

Informasi yang siap diakses

masyarakat diakses masyarakat MIRAR masyarakat
Menayangkan informasi yang dapat diakses ; ’ 2 :
masyarakat melalui media Instagram dan Informasi yang siap diakses 10 menit Informasi yang dapat

Website

masyarakat

diakses masyarakat

Petunjuk Pengisian

1. Mama SKPD : tuliskan nama SKPD tempat SOP dibuat
2. Bagian/Bidang : tuliskan nama unit kerja tempat SOP di buat

3, 50P : tuliskan nama S0P yang akan diidentifikasi

4, Aktivitas : rinci tahapan aktivitas/proses kegiatan darl mulai sampai dihasilkannya sebuah output untuk setiap S0P
5. Mutu Baku : tuliskan persyaratan/kelengkapan apa yang diperlukan, waktu yang diperlukan, serta output pada setiap aktivitas yang dilakukan
6. Keterangan : tuliskan informasi lain yang diperlukan




PENYEDIAAN INFORMASI YANG DAPAT DIAKSES MASYARAKAT

1. Nama SKPD : tuliskan nama SKPD tempat S0P dibuat

7. Bapian/Bidang : tuliskan nama unit kerja tempat S0P di buat

3. Nomar SOP: tuliskan nomar prosedur yang di SOP kan

4. Tanggal Pembuatan : tuliskan tanggal pertama kali S0P dibuat

5. Tanggal revisi: tuliskan tanggal S0P direvisi

6. Tanggal efektif - tangzal mulai diberlakukan SOP

7. Disahkan oleh : pengesahan oleh pejabat yang berkompeten

B. Marna S0P : tullskan nama S0F yang akan diidentifikasi

4, Dasar Hukum : tuliskan peraturan perundang-undangan yang mendasari prosedur

13. Peralatan dan perlengkapan : tuliskan mengenal daftar peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan

15 Aktivitas - rincian tahapan aktivitas yang sudah diidentifikasi di Form 2

18. Keterangan : tuliskan informasi lain yang diperlukan
18. Gambar Flowchart dan alur kegiatan yang distandarkan

a» [ O O

= <> O 1l<><—||—»

10. Keterkaitan : tullskan keterkaitan prosedur yang distandarkan dengan prosedur l2in yang distandarkan
11. Peringatan : tuliskan mengenai kemungkinan yang terjadi ketika prosedur dilaksznakan atau tidak dilaksanakan, permasalahan yang mungkin muncul dan bagaimana cara mengatasinya
12. Kualifikasi personel : tuliskan mengenai kualifikasi pegawal yang dibutuhkan dalam melaksanakan perannya pada prosedur yang distandarkan

16. Pelaksana ; pelaksana yang terlibat dalam keglatan yang distandarkan (urutan pelaksana sesual dengan urutan aktivitas)
17. Muty Baku : tuliskan persyaratan/kelengkapan apa yang diperlukan, waktu yang diperlukan, serta output pada setiap aktivitas yang dilzkukan

Tidak

Ya

14, Pencatan dan Pendataan : memuat berbagai hal yang perlu didata dan dicatat oleh setiap pegawai yang berperan dalam pelaksanaan prosedur yang telah distandarkan

MUTU BAKU
Mo, KEGIATAN i ; i i z Pengeloa . % Ket.
epala Dinas retaris Kabid epala Saksi WEB/Editor Perlengkapan aktu utput
1 2 4 8 8 10 11
: & j . . Kongep informasi yang
. emberi bahan informasi untuk dapat diakses Server, Informasi 30 menit| dapat diakses
masyarakat kepada Pengelola WEB/EDITOR tarbaru
masyarakat
Sarver, Konsep ; i
, | Pengolahan bahan/ data yang akan diakses infarmasi yang 120 :Em":fsix:;:as' yang
masyarakat dapat diaksas manit maps arakat
masyarakat ¥
Koreksi dan masukan Pimpinan jika ada koreksi BOR '“f“r?”“‘ Kunsap.-nfnm}am yang
3 kembali lagi ke Pangsiola Web/Editor yang dapat diakses B0 menil |  depat diakses
g g masyarakat masyarakat
. ) Kaonsep Informasi 3 :
Parsetujuan Informasei yang dapat diakses i Informasi yang siap
. masyarakat | yang akan diakses | G0menit| ... 0e masyarakat
masyarakat
5 Menayangkan informasi yang dapat diakses Informasi yang siap 10 merit Informasi yang dapat
masyarakat melalui media Instagram dan \Website digkses masyarakat diakses masyarakat
sl s
Petunjuk Penglslan




FORM 1
DAFTAR KEBUTUHAN PENGEMBANGAN S0P

MNama SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIREBON

PEMANFAATAMN DATA,
(PIAK)

: SOP yang Akan Dikembangkan Afsanl Pon gatniasasn
ian/Bida Prosedur
1. PENGELOLAAN 1. Penyusunan Agregat Kependudukan
INFORMASI 2.
ADMINISTRASI 3.
KEPENDUDUKAN DAN |4

2. 1.
2.
3.
4.
3. 1.
2.
3.
4.
4. 1.
2.
3.
4.
5. 1.
2.
3.
4.

Petunjuk Pengisian

1. Nama SKPD : tuliskan nama SKPD tempat SOP dibuat

2. Bagian/Bidang : tuliskan nama unit kerja tempat SOF di buat
3. Prosedur : tuliskan nama kegiatan yang akan buat SOPnya
4. Alasan pengembangan : tuliskan alasan SOP tersebut akan dikembangan (alasan yuridis dan alasan faktual)




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN AGREGAT KEPENDUDUKAN

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON Momor SOP

000.8 3 450P. PO7DUKCAPILIZ025

DIMAS KEFEMDUDUKAMN DAN PEMCATATAN SIFIL Tanggal Pembuatan

10 Januwari 2022

Tanggal Revisi

22 Agustus 2025

Tanggal Efektif

22 Agustus 2025 e

%@ﬁwﬂ_ﬂ& NDUDUKAN DAN PENGATATAN SIPIL
A \Eﬁ A CIREBON

/=7 T

4

Disahkan olah { f
ke |
" \e Fron i) o il
T {yﬁ. MAT SALEH
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDLUKAN GAN ‘".‘_ f"‘~'i"’!i WL e E22 198703 1 005
PEMAMFAATAN DATA Mama SOP PENYusummﬂEﬁn‘;H’ﬁ'ﬁEﬂgjuﬁkAN

DAsSAR HUKUM

KUALIFIKAS| PELAKSANA

1 Undang-Undang Namar 26 Tahun 2008 tentang Pelayan Publik

Peraturan Presiden Marmar 86 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendwduk dan
Pencatatan Sipil,

3 Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 1 Tahun 2014 fentang Pembentukan Produlk Hukum Daerah,
Peraturan Manteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrast MNoimor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

& Peraturan Menteri Dalam Megeri Mo $5 Tahun 2019 tentang Sistern Informasi Administrasi Kependudukan

Peraturan Daerakh Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik dilingkungan
Pemerintah Kota Cirebon.

Pesaluran Daerah Kota Cirebon Nomar 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Adminigtrasi
Kepanduduksan.

. Administrator Data Base: D351 KomputedS1 Tl

. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemanfaatan Data Kependudukan : yang serumpun divtamakan
dengan latar belakang Pendidikan 51 Sospel, 51 Exkonomi, 51 Hukum

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data ; 52

- Manapemen/S2 Administrasi Publik/52 yang serumpun divtamakan dengan latar belakang

Pendidikan 51 Komputer 51 Sospol, 51 Ekonomi, 51 Hukum

Ea. DHnas : 52 Manajemen,/52 Administrasi Publik/52 yang serumpun divtamakan dengan Jatar
belakang Pendidiken 51 Sospol, 51 Ekonomi, 51 [Hukam

KETERKAITAN PERALATAN | PERLENGKAPAN
- S0P Penyusunan Agregat Kependudukan - Data Base Kemendagri
- Komputer
- Lembar Kafa
- ATE
PERINGATAN PENCATATAN DAMN PENDATAAN
1. Keterlambatan informasi - Pengarsipan

2. Pengadminisirasi surat masuk tidak terib mengakibatkan informasi tidak bisa ditindakianjuli tepat waktu




NAMA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIREBEON

MUTU BAKU
BAGIAN /| BIDANG S0P AKTIVITAS Kat.
Persyaratan Waktu Output
Bidang Pengelolaan P ; Menunjuk Administrator Database untuk Sever 3 jam Data penduduk Dokumen
Informasi Administrasi Henw;unall:grﬂga mengunduh Data Kependudukan Bersih
Kependudukan dan ppendudukan (DKE)
Pemanfaatan Data Mengumpulkan dan mengolah Data dari ADB |Data Agregat Kependudukan 10 hari  |Buku Agregat Kependudukan
dan Tim Penyusunan Agregat Perkembangan
Kependudukan
Mengoreksi hasil pengolahan data Data Agregat Kependudukan 30 hari Buku Agregat Kependudukan
Menyusun hasil Pengolahan data Diata Agregat Kependudukan 7 hari Buku Agregat Kependudukan
Mengoreksi Penyusunan Buku Agregat Data Agregat Kependudukan 7 hari Buku Agregat Kependudukan
Perkembangan Penduduk
Penggandaan dan Penjilidan Data Agregat Kependudukan T hari Buku Agregat Kependudukan
Petunjuk Pangisian

1. Nama SKPD : tuliskan nama SKPD tempat SOP dibuat

2. Bagian/Bidang : tuliskan nama unit kerja tempat SOP di buat
3. S0P : tuliskan nama SOP yang akan diidentifikasi

4. Aktivitas - rinci tahapan aktivitas/proses kegiatan dari mulai sampai dihasilkannya sebuah output untuk setiap SOF
5. Mutu Baku : tuliskan persyaratan/kelengkapan apa yang diperlukan, waktu yang diperlukan, serta output pada setiap akfivitas yang dilakukan
6. Keterangan : tuliskan informasi lain yang diperiukan




PENYUSUNAN AGREGAT KEPENDUDUKAN

MUTU BAKU
Mo, KEGIATAN Hapala Het.
Dinas Sekretaris Kabid Kepala Seksi ADB Parlengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 ] T ] 3 10 11
1 miulal l
Menunjuk Administrator Cetabase uniuk mengunduh Data
1 Kependudukan Bersin (DKB) il } Savar 3 jam Data penduduk Dokumen
2 Mengumpulkan dan mengolah Data dari ADS can Tim Data Agreqat 10 hari Buku Agragat
Penyusunan Agregat Perkembangan Kependudukan Hependudukan I Kapendwdukan
Ry Data Agregat : Buku Agregat
hasil lah pend
3 Mengorexsi hasil pengolahan data Kaeaduduln 30 hari K T
; 3 | | Data Agregat : Buku Agregat
hasil Pe ;
4 Meanyusun hasil Pengolahan data Kependudukan T hari ALieat
5 Mengoreksi Penyusunan Buku Agregat Perkembangan | k Data Agregat 7 hari Buku Agregal
Penduduk Kapendudukan Kepandudukan
. Data Agregat Biuku Agregat
lid
9 Fanamandesn s Foryed > j Kependudukan i Kependudukan

Petunjuk Pengisian
1, Nama SKPD : tuliskan nama SKPD termpat S0P dibuat

2, Baglan/Bidang : tulizkan nama unit kerja tempat S0P di buat

3, Nornor SOP: tuliskan nomor prosedur yang di S0P kan

4, Tanggal Pembuatan - tuliskan tanggal pertama kali SOF dibuat

5, Tanggal revisi: tuliskan tanggal S0P direwisi

i, Tanggal efektif : tangezal mulai diberakukan S0P

7. Disahkan oleh : pengesahan oleh pejabat yang berkarmpaten

2. Nama S0P : tuliskan nama S0P yang akan diidentifikasi

9, Dasar Hukum : tuliskan peraturan perundang-undangan yang mendasari prosedur

10. Keterkaitan : tulizkan keterkaltan prosedur vang distandarkan dengan prosedur lain yang distandarkan

11. Peringatan : tuliskan mengenal kemungkinan yang terjadi ketika prosedur dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, permasalahan yang mungkin mun cul dan bagaimana cara mengatasingg
12. Kualifikasi personel - tuliskan mengenai kualifikasi pegawal yang dibutuhkan dalam melaksanakan perannya pada prosedur yang distandarkan

13. Peralatan dan perlengkapan : tuliskan mengenai daftar peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan
14. Pencatan dan Pendataan ; memuat berbagai hal yang periu didata dan dicatat oleh setiap pegawai yang berperan dalam pelaksanaan prosedur yang lelah distandarkan

15, Aktivitas : rincian tahapan aktivitas yang sedah diidentifikasi di Ferm 2
16. Pelaksana : pelaksana yang terlibat dalam kegiatan yang distandarkan (urutan pelaksana sesuai dengan urutan aktivices)
17. Mutu Baku : tuliskan persyaratan/kelengkapan apa yang diperlukan, waktu yang diperlukan, serta output pada setiap aktivitas vang dilakukan
1B. Keterangan @ tuliskan informasi lain yang diperlukan
I Tudak
l Ya

19, Gambar Flowchar dan alur kegiatan yang distandarkan
5.- T - & ra




FORM 1
DAFTAR KEBUTUHAN PENGEMBANGAN SOFP

Nama SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIREBON

SOP yang Akan Dikembangkan

ian/Bida

Prosedur

Alasan Pengembangan

1. PENGELOLAAN
INFORMASI
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN
PEMANFAATAN DATA
(PIAK)

1.
2.
3.
4

Penyusunan Profil Kependudukan

2, 1.
2.
3.
4.
3. 1.
2.
3.
4.
4, 1.
2.
3.
4.
5. 1.
2.
3.
4.

Petunjuk Pengisian

1, Mama SKPD : tuliskan nama SKPD tempat SOP dibuat

2. Bagian/Bidang : tuliskan nama unit kerja tempat SOF di buat
3. Prosedur : tuliskan nama kegiatan yang akan buat SOPnya
4. Alasan pengembangan - tuliskan alasan SOP tersebut akan dikembangan (alasan yuridis dan alasan faktual)




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON Nomor SOP 000.8.3.4/SOP.P-08/DUKCAPIL/2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Tanggal Pembuatan 10 Januari 2022
Tanggal Revisi 22 Agustus 2025

Tanggal Efektif 22 Agustus 2025 f:;-:f:-::? ==

Pil KEPALA DINAS KEPENOUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
" CIREBON

isahkan oleh llfr
"t\‘ R . T SALEH
BIDANG PENGELOLAAN INFORMAS] ADMINISTRAS! KEPENDUDUKAN DAN W oSl : 156703 1 005
PEMANFAATAN DATA Hama SOP PENYUSUNAN w_rﬁxa?md@
e
DASAR HUKUM KUALIFIKAS| PELAKSANA
1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Felayan Publik 1. Administrator Data Base: DS1 KomputerS1 TI
, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaflaran Penduduk dan Kepala Seksi Pengolahan dan Pemanfaatan Data Kependudukan : yang serumpun diutamakan
Pencatatan Sigil. 2. Jengan latar belakang Pendidikan §1 Sospol, 51 Ekonomi,S1 Hukum
5 Peraturan Merteri Dalam Megeri Nomor 85 Tahun 2010 tentang Pedomarn Penyusunan Perkembangan
penduduk
4 Paraturan Merter Dalam Neger Momor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. 4. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Hependudukan dan Pemanfaatan Data @ 52
. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Manajemen/S2 Adminisirasi Publik/S2 yang serumpun diutamakan dengan latar belakang
Padoman Standar Pelayanan. Pendidikan 51 Komputer 51 Sespol, 531 Ekenomi, 51 Hukurn
& 4 Ka Dinas : 52 Mansjemen'S2 Administrasi Publik/52 yang serumpun divtamakan dengan latar
Paraturan Merteri Dalam Megeri Mo 85 Tahun 2018 tentang Skstem Informasi Administrasi Kependudukan belakang Pendidikan 51 Sospol, 51 Ekonomi 51 Hukum
. Parateran Daerah Momor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik dilingkungan
Pemerintah Kota Cirebon.
T Peraturan Deerah Kota Cirebon Momer 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasl Kependudukan.
KETERKAITAN PERALATAN [ PERLEMGKAPAN
- 30P PENYUSUMAN PROFIL KEPENDUDUKAN - rata Base Kemendagri
- Komputer
- Lembar Kerja
- ATK
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Keterlambatan informasi - Pengarsipan
2. Pengadministrasi surat masuk tidak tertib mengakibatkan informasi tidak bisa ditindaklanjuti tepat waktu




NAMA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIREBON

MUTU BAKU
DAN SOP AKTIVITAS
i gy o Persyaratan Waktu Output
Bidang Pengelolaan
Informasi Administrasi g’m’luwnan Menunjuk Administrator Database untuk - — Data Perkembangan
Kependudukan dan KeparaitR mengunduh Data Kependudukan Bersih (DKB) ! penduduk

Pemanfaatan Data

Mengumpulkan dan mengolah Data dari ADB

Drata Perkembangan

Buku Profil Perkembangan

danTim Penyusunan Profil Perkembangan 10 har

Kependudukan pendudulk Kependudukan
; : Data Perkembangan 2 Buku Profil Perkembangan

Mengoreksi hasil pengolahan data penduduk 30 han Kependuduiean
. Data Perkembangan : Buku Profil Perkembangan

Menyusun hasil Pengolahan data penduduk T hari Kependudukan
Mengoreksi Penyusunan Buku Profil Data Perkembangan 10 hari Buku Profil Perkembangan

Perkembangan Penduduk penduduk Kependudukan
Data Perkembangan . Buku Profil Perkembangan

Penandatanganan Kepala Dinas penduduk T hari Kependuduksn
Penggandasn der Penjiidan Data Perkembangan 7 hari Buku Profil Perkembangan

penduduk

Kependudukan

Petunjuk Pengisian

1. Mama SKPD : tuliskan nama SKPD tempat SOP dibuat
2. Bagian/Bidang : tuliskan nama unit kerja tempat SOP di buat
3. SOP : tuliskan nama SOP yang akan diidentifikasi

4. Aktivitas - rinci tahapan aktivitas/proses kegiatan dari mulai sampai dihasilkannya sebuah output untuk setiap SOP

5. Mutu Baku - tuliskan persyaratan/kelengkapan apa yang diperlukan, waktu yang diperlukan, serta output pada setiap aktivitas yang dilakukan

6. Keterangan : tuliskan informasi lain yang diperlukan




PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAMN

PELAKSAMA MUTU BAKL
No, HEGIATAN Prngedminl sty | | et
Htrasi Dinas Sekretaris Habid Kepala Seksi| Polaksana Parlgngkapan Waktu Qutput
Parsuratan
1 2 3 4 ] g 7 ] ] 10 11
1 Menunjuk Adminisirator Database untuk mengunduh Data Server Siam Data Perkembangan
Kependudukan Bersih (DKE) e penduduk
" Mengumpulkan dan mengolah Data dari ADE danTmm _D—' Data Perkernbangan 10 hari Buku Prafil Perkembangan
Paryusunan Profil Perkermnbangan Kependudukan peenduduk Kependudiian
Diata Parkambangan : Buku Profil Perkarmbangan
. e e | penduduk 0. fad Kependudukan
4 Meryusun hasd Pengoiahan data Data Persambangan 7 harl Buku Profil Perkembangan
¥ peanduduk Kapendudukan
Mengerekal Penyusunan Buku Profil Perfkembangan Data Parkarmbangan Buku Profil Parkermbangan
5 9 yu 10 hari
Panduduk panduduk Kepandudukan
’ Data Pesarmbangan Buku Profil Parkembangan
8 Penandatanganan Kapals Dinas panduduk 7 har Kepandudukan
Diata Perkembangan . Buku Profil Perkembangan
7 Penggandaan dan Pengildan penduduk ¥ hari Kependudukan

Petunjuk Pengisian
Kama SKPD © tuliskan nama SKPD tfempat SOP dibuat

. Bagian/Bidang : tuliskan rama unit kerja tempat S0P di buat

Momar SOP: tuliskan nomar prosedur vang di S0P kan

Tanggal Pembuatan : tuliskan tanggal pertama kall S0P dibuat

Tanggal revisi. tuliskan langgal SOF direvisi

. Tanggai afektf : tanggal mulai diberakukan SOF

, Digahkan oleh : pengesahan olah pejabat yang berkompeten

. Wama S0P ; tuliskan nama SOF yang akan diidentifikasi

. Dasar Hukum : Wwiliskan peraturan perundang-undangan yang mendasan prosedur

10. Keterkaitan : uliskan keterkaitan prosedur yang distandarkan dengan prosedur lain yang distandarkan

11, Peringatan ; tuliskan mengenai kemungkinan yang teradi ketika prosedur dilaksanakan stau tdak dilaksanakan, permasalahan yang mungkin muncul dan bagaimana cara mengatasinya
12. Kualifikasi persone! ; tuliskan mengenai kualifikasi pegawai vang dibutuhkan dalam melaksanakan perannya pada prosedur yang distandarkan

13. Peralatan dan perlengkapan : fuliskan mengenai daftar peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan

14, Pencatan dan Pendataan - memual berbagal hal yang perlu didata dan dicatat oleh setiap pegawal yang berperan dalam pelaksanaan prosedur yang telah distandarkan

15. Aktivitas @ fincian iahapan aktivitas yvang sudah dildentifikasi di Form 2
16, Pelaksana : pelaksana yang teribat dalam kegiatan yang distandarkan (urutan pelaksana sesuai dengan urutan aktivitas)

17. Mutu Baku : fuliskan parsyaratan/kelengkapan apa yang diperdukan, waktu yang diperukan, serta oulput pada setiap aklivitas yang dilakukan

18. Keterangan : tuliskan informasi lain yang diperlukan
18. Gambar Flowchart dan alur kegiatan yang distandaman

!

Tidak

fa




FORM 1
DAFTAR KEBUTUHAN PENGEMBANGAN SOP

Mama SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIREBON

: SOP yang Akan Dikembangkan Alansn Pengaibandsn
ian/Bida : . Prosedur
1. PENGELOLAAN 1. \Verifikasi Data Biometrik KTP Elekironik yang
INFORMASI bermasalah
ADMINISTRASI 2
KEPENDUDUKAN DAN|5
PEMANFAATAN DATA [,
(PIAK)
2. 1.
2.
2,
4.
3. 1.
2.
3
4.
4. 1.
2.
3;
4.
5 1.
2.
3.
4.

Petunjuk Pengisian

1. Nama SKPD : tuliskan nama SKPD tempat SOF dibuat

2. Bagian/Bidang : tuliskan nama unit kerja tempat SOP di buat
3. Prosedur : tuliskan nama kegiatan yang akan buat 30Pnya
4. Alasan pengembangan : tuliskan alasan SOP tersebut akan dikembangan (alasan yuridis dan alasan faktual)




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
VERIFIKASI DATA BIOMETRIK KTP ELEKTRONIK YANG BERMASALAH

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON Momor S0P 000.5.3 4/SOP P-DQ/DUKCAPILIZ025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Tanggal Pembuatan 22 Agustus 2025
Tanggal Revisi 22 Agustus 2025

Tanggal Efektif 22 Agustus 2025

Disahkan olah
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPEMDUDUKAN DAN P
FAATAMN DATA ;
PEMAN Nama SOP VERIFIKAS) mlﬁle;aﬂnﬂsi&fﬁ?;’é‘kmomm YANG BERMASALAH
e, "% K, F
S

DASAR HUKLUM KUALIFIKAS] PELAKSANA
1 Undang-Uindang Momar 25 Tahun 2008 tentang Pelayan Publik 1. Administrator Data Base: D751 Kompuled'51 T
2 :ﬁn‘um‘n :rsgsi:en Marmar 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan 2. Kepala Seks Pengolahan dan Pemanfaatan Data K udukan | yang serumpun diutamakan

AGING IR dengan latar belakang Pandidikan S1 Sospol, 51 Ekenomi S1 Hukum

3 Paraturan Menteri Dalam Megeri Momor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang | Kepala Bidang Pengalolaan Informasi Administrasl Kependudukan dan Pemanfaalan Data : 52

Pedoman Standar Pelayanan, - Manajemen/52 Administrasi Publilk/52 yang serumpun divtamakan dengan latar belakang

Pendidikan 51 Komputer .51 Sogpol, 31 Ekenomi 51 Hukum
Paraturan Menteri Dalam Megeri No.85 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Adminisirasi Kependudukan

o Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyeienggaraan Pelayanan Publik dilingkungan 4 Ka. Dings @ 52 Manajemen/S2 Administrasi F_ubuk.n'S? yang serumpun divtamakan dengan latar
Pemerintah Kota Cirebon, belakang Pendidikan 51 Sospol, 51 Ekonomi, 51 Hukum

7 Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomar 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Adminisirasi Kependudukan.

KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAFAN
- S0P Pelayanan Permohonan Data - Data Base Kemendagri
- Komputar
- Lembar Kerja
- ATK
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Keterlambatan informas| - Pengarsipan

2. Pengadministras! surat masuk tidak tertib mengakibatkan informasi lidak bisa ditindaklanjutl tepat wakiu




NAMA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIREBON

BAGIAN [ BIDANG

SOP

AKTIVITAS

MUTU BAKU

Persyaratan Waktu

Output

Bidang Pengelolaan
Infermasi Administrasi
Kependudukan dan
Pemanfzatan Data

Werifikasi Data
Biometrik KTF
Elektronik yang
bermasalah

Pemchon datang langsung ke Kantor Disdukcapil,
menyampaikan kendala terkait biometrik KTP
elektronik ke Penanggungjawab pelayanan (MOD)

Kariu Keluarga 5 menit

Data biometrik

Penanggungjawab pelayanan (MOD)
mengarehkan pamohon kepada ADB

Karu Keluarga 5 menit

Data biometrik

ADB memberikan layanan peda pemohon dengan
melakiikan cak biometrik . Apabila biometrik
pemohon tidak sesuai’bermasalah maka ADB
melakulkan konsuftasi dengan tim helpdesk madalui
pesan WhatsApp

Kartu Keluarga, hasil cek

Biometrik 15 i

Data biometrik

ADB menyerahkan hasil konsultasl kepada Ketua
Tim Kerja untuk di indaklanjuti membuat surat
permohonan penghapusan biometrik ke Dijen
Dukeapil Kementerian Dalam Negerl Repulik
Indonasia

Kartu Keluarga, hasil cek

blomatrik L

[Diata penduduk

Ketua Tim Kena mambuat surat permohonan
penghapusan biometrik, kemudian di verifikasi
oleh Kepala Bidang.

konsep surat permohonan & menit

Data penduduk

Kepala bidang memvenfikasi surat permohonan
panghapusan biometrik, diteruskan ke kepala
dinas uniuk di TTE.

konsep surat permohonan 2 menit

Data panduduk

Kepala dinas menandatangani secara alektronik
surat permohonan perghapusan biometrik

konsep surat permohonan 2 menit

Data panduduk

Surat permohonan penghapusan biomeatrik talah di
tandatangani. kemudian ADBE mengunggah ke
aplikasi Dellica untuk di proses oleh tim pusat.

Surat parmohonan 5 menit

Data penduduk

Parmohonan sudah di approve oleh tim pusat.

Surat permohonan 2 % 24 jam

[rata panduduk

10

ADB mengirformasikan ke pemohon mealalui
pesan WhatsApp untuk melakukan perekaman
ulang biometrik KTP elekironik

Crata & manit

Informasi

Petunjuk Pengisian

1. Nama SKPD : tuliskan nama SKPD tempat SOP dibuat
2. Bagian/Bidang : tuliskan nama unit kerja tempat SOP di buat

3. SOP : tuliskan nama S0F yang akan diidentifikasi

4, Aktivitas : rinci tahapan aktivitas/proses keglatan dari mulal sampai dihasilkannya sebuah output untuk setiap S0P
5. Mutu Baku ; tuliskan persyaratan/kelengkapan apa yang diperlukan, waktu yang diperiukan, serta cutput pada setiap aktivitas yang dilakukan
b. Keterangan : tuliskan informasi lain yang diperlukan




VERIFIKASI DATA BIOMETRIK KTP ELEKTRONIK YANG BERMASALAH

PELAKSAMA MUTU BAKU
Na., KEGIATAN KETUA TIM | KEPALA KEPALA Ket,
ohon
Pem MOD ADB KERJA BIDANG DINAS Perlengkapan ‘Waktu Cutput
1 2 3 4 5 [ T ] 9 10 1 12
‘ muloh F-' 1
Pemohon datang Engsung ke Kantor Disdukcapd, memyampaikan kendala terait I_D_ _ 3
. biomefrik KTP elektronik ke Penanggungjawab palayanan (MOD) Kartu Keluarga 5 menit Data blometrik
2 Penanggung/awab pelayanan (MOD) mengarahkan pemohon kepada ADB Kartu Keluarga 5 manil Cata blometrik
ADB memberikan layanan pada pemohon dengan malakukan cek biometrik | Kartu Kaluarga, hasll
3 Apabila biometrik pemohon tidak sesusilbermasslah maka ADE melakukan : !'1; ! 15 menit Data biometrik
A ; cek biarmetrik
konsuliasi dengan tim helpdesk melaiul pesan WhatsApp 1
ADE menyerahkan hasil kensullas kepada Ketua Tim Kerja untuk di findaklanjuti
4 membuat surat permahonan penghapuesan Bicmelnk ke Difjen Dukcapl Fomputer, DKB 10 meEnit [Data penduduk
Kementeran Dalam Megeri Repulik Indonesia
Ketua Tim Kerja membuat surat permehonan panghapusan biomeatrik, kemuedian I_H— konsep surat
t ta penduduk
B di veriflkasi odeh Kepala Bidang. _J permehanan 5 rnenit [ata pendudu
Kepala bicang mamvarifikasi surat permohenan penghapusan biomelrik, konsep surat
. diteruskan ke kepala dinas uniuk di TTE. permahonan 2 menit Cata penduduk
“ K_apala F:hnaa menandatangani secara elektronik sural permohonan penghapusan ﬁ konsep surat 2 mstilt Data penduduk
biometrik parmatonan
Surat permohonan penghapusan biometrik telah di tandatangani, kemudian ADB - .
8 | mengunggah ke apiikasi Dellica untuk di proses oleh fim pusat. . SR Dwhohnam |y D Deraumb
9 Permohonan sudah di approve oleh im pusal =! S Surat permohonan 2 x 24 jam [Data penduduk
ADB menginformasikan ke pemohon melalui pesan Whalsfpp untuk melakukan - :
n perskaman wang biometrik KTP elektronik ( wibeia ’ i el Bt
Petunjuk Penglsian
1. Nama SKPD : tuliskan nama SKPD tempat S0P dibuat
Z. Bagian/Bldang : tuliskan nama unit kerja tempat S0P di buat
3. Nomar SOP: tiliskan namor prosedur yang di S0P kan
4. Tanggal Pembuatan : tuliskan tanggal pertama kali S0P dibuat
5. Tanggal revisi: tuliskan tanggal SOP direwisi
6. Tanggal efektit : tanggal mulai diberlakukan S0P
7. Disahkan oleh : pengesahan oleh pejabat yang berkompeten
&. Mama S0P : tuliskan nama SOF yang akan diidentifikasi

9. Dasar Hukwm : tuliskan peraturan perundang-undangan yang mendasar] prasedur

10, Keterkaitan : tuliskan keterkaitan prosedur yang distandarkan dengan prosedur lain yang distandarkan

11, Peringatan : tuliskan mengenai kemungkinan yang terjadi ketika prosedur dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, permasalahan yang mungkin muncul dan bagaimana cara mengatasinya
12. Kualifikasi personel : tuliskan mengenal kualifikasi pegawai yang dibutuhkan dalaim melaksanakan perannya pada prasedur yamg distandarkan

13. Peralatan dan perlengkapan : tuliskan mengenai daftar peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan

14. Pencatan dan Pendataan ; memuat berbagai hal yang perlu didata dan dicatat aleh setiap pegawai yang berperan dalam pelaksanaan prosedur yang telah distandarkan

15. Aktivitas : rincian tahapan aktivitas yang sudah diidentifikasi di Form 2

15. Pelaksana @ pelaksana yang terlibat dalam kegiatan yang distandarkan (urutan pelaksana sesual dengan urutan aktivitas)

17. Muty Baku - tuliskan persyaratan/kelengkapan apa yang diperlukan, waktu yang diperiukan, serta output pada setiap aktivitas yang dilakukan

18. Keterangan : tuliskan informasi lain yang diperlukan

19. Gambar Flowchart dan alur kegiatan yang distandarkan
. p 3
i > Tidak
- & va




FORM 1
DAFTAR KEBUTUHAN PENGEMEANGAN SOP

Nama SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIREBON

_. : SUP yang Alcn.n-ml:nrnl:angun Bangeint
ian/Bidan ; __Prosedur ity AT
1. PENGELOLAAN 1. Pemantauan dan Pemeliharaan Peralatan Jaringan
INFORMASI SIAK
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN|*
PEMANFAATAN DATA, i
(PIAK) 4.
2. 1.
2.
3.
4,
3. 1.
2.
3.
4,
4. 1.
2.
3
4.
5. 1.
2.
3.
4.

Petunjuk Pengisian
1. Nama SKPD : tuliskan nama SKPD tempat SOP dibuat

2. Bagian/Bidang : tuliskan nama unit kerja tempat SOP di buat
3. Prosedur : tuliskan nama kegiatan yang akan buat SOPnya
4. Alasan pengembangan - tuliskan alasan SOP tersebut akan dikembangan (alasan yuridis dan alasan faktual)




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMANTAUAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN JARINGAN SIAK

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON MNaomor SOP 000.B.3.4/S0P. P-10/MDUKCAPILI2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Tanggal Pembuatan 22 Agustus 2025
Tanggal Revisi 22 Agustus 2025
Tanggal Efektif 22 Agustus 2025 e

BIDANG PENGELOLAAN INFORMAS! ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA

Dizahkan oleh

DUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3TA CIREBON

i
§ s

PILREPAAIAS

I
RAHMAT SALEH

_9@?; 22 199703 1005

Marma SOP

PEMANTALAN DAN ﬁsha:lmw PERALATAN DAN JARINGAN SIAK

DASAR HUKUM KUALIFIKAS| PELAKSANA

1. Undang-Undang Momor 24 Tahun 2013 1. Operstor : D3 - Informatika

2 Kepres Momor B3 Tahun 2004 2 Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kepandudukan : yang serumpun didtamakan
3 Permendagri Nomor 53 Tahun 2019 dengan latar belakang Pendidikan 51 - Informatika

4. Permendagri Nomor 7 aTahun 2019 3. Kepala Bidang Pengalahan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
5 Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 Diutamakan 51 - Informatika

KETERKAITAN

PERALATAN | PERLENGKAPAN

1. S0P Kesekratariatan

1. Server

2. Komputer Client

3. Printer

4, Jaringan Komunikasi Data
5. Hardware dan Software

[PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Bila tidak dilaksanakan .
1 Penyalahgunaan kewenangan

1. Sarana pelayanan berupa perangkat pelayanan termasuk AC ruang pelayanan
2. Sarana yang diperbaiki harus dapat berjalan sesuai dengan fungsinya
3. Swurat permohonan perbaikan perangkat pelayanan




NAMA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIREBON

MUTU BAKU
G AKTIVITAS Ket.
BAGIAN |/ BIDAN S0P ey ekt o

Femantauan
Pengelolaan Informasi dan 5 .
Adminitrasi Kependudukan | Pemeliharaan ::;:;:E'HTELT :;:ﬁh?:_lan Ss;ba'ka" peralaten Surat permohonan 10 menit Disposisi surat Dokumen
dan Pemanfaatan Data Peralatan dan 1na Pengg

Jaringan S1AK

Memerintahkan Kepala Bidang untuk mempelajari,

melakukan pengecekan dan melakukan perbaikan G BN homan 1L me) Dizposte! surat

Menerima disposisi surat permohonan dari Kepala

Er'::: :\gﬁ:ﬂ:ﬁ"ﬂlﬁgtﬂg&?gFLE::;]:HEIAK Surat permohonan 10 menit Rekomendasi dan disposisi
jaringan SIAK

Tomoitabkan ADB melakukan pengecskan, |rekomendesk lambr disposiel| 10 MeNt  [Rekomendasi dan disposie
Ketua Tim Ker!'a qan ADE melakukan perbaikan

rl;;;t;ns;j:: J:::?:E:;Km:ﬂ:rm:m tkaitan | Surat permohonan, Hardware |, o0 o Peralatan dan jaringan

dengan Jaringan Komunikasi Data, Mengganti
sarana jika tidak dapat diperbaiki

dan Software pendukung

SIAK sudah diperbaiki

Petunjuk Pengisian

1. Nama SKPD : tuliskan nama SKPD tempat SOP dibuat

2. Bagian/Bidang : tuliskan nama unit kerja tempat SOP di buat
3. SOP : tuliskan nama SOP yang akan diidentifikasi

4. Aktivitas - rinci tahapan aktivitas/proses kegiatan dari mulai sampai dihasilkannya sebuah output untuk setiap SOP
5. Mutu Baku : tuliskan persyaratan/kelengkapan apa yang diperiukan, waktu yang diperlukan, serta output pada sefiap akfivitas yang dilakukan
6. Keterangan : tuliskan informasi lain yang diperlukan




PEMANTAUAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN JARINGAN SIAK

PELAKSANA MUTU BAKU
Mo, KEGIATAN Ket.
KADIS KABID KETUA TIW ADB Perlengkapan Waktu Qutput
KERJA
1 2 3 4 & B E] 10 11
Menerima surat permohonan perbaikan paralatan dan ; -
1 [aingan SIAIK daft pengouna [ i ) Surat permohonan 10menit | Disposisi surat Dokumen

Memerirtahkan Kepala Bidang untuk mempelajan,

melakukan pangecskan dan melakukan perbaikan Surat permohonan 10 menit Disposisi surat

Menarima digposisi surat permohonan danl Kepala Dinas Bkl dan

3 dan memerintahkan Ketua Tim Kerja SIAK untuk Suratl parmahanan 10 menit i
melakukan pengecekan peralatan dan janngan SIAK l P

4 MMenerima disposisi surat dari Kepala Bidang, ?Eirgtmﬂz?unan. 10 menit Rekomendasi dan
memerintankan ADB melakukan pengecekarn. I T disposisi
Kaetua Tim Kerja dan ADB melakukan parbaikan peralatan : 4
dan jaringan SIAK, Melakukan koordinasi dengan Instansi LI GO TICTDR Y : Pe_falatan e

5 e ¢ : douteils Hardwara dan 180 manit | jaringan SIAK
terkait jika berkaitan dengan Jaringan Komunikasi Data, Software penduku suiady dioarbeil
Mengganti sarana jika tdak dapat diperbaik na P

Fetgg]gk Pengisian
. Mama SKPD : tuliskan nama SKFPD tempat SOP dibuat

. Bagian/Bidang : tuliskan nama unit kerja tempat SOP di buat

. Momor SOP: tuliskan nomer prosedur yang di S0P kan

. Tanggal Pembuatan : tuliskan tanggal pertama kali SOP dibuat

. Tanggal revisi: tuliskan tanggal SOP direvisi

. Tanggal efektif : tanggal mulai diberdakukan SOP

. Disahkan oleh : pengesahan oleh pejabat yang berkompeten

. Marma S0P : fuliskan nama SOP yang akan diidentifikasi

. Dasar Hukum ! Wliskan peraturan perundang-undangan yang mendasan prosedur

10. Ketarkaitan : tuliskan keterkaitan prosedur yang distandarkan dengan prosedur lain yang distandarkan

11. Peringatan : tuliskan mengenai kemungkinan yang terjad| ketika prosedur dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, permasalahan yang mungkin muncul dan bagaimana cara mengatasinya
12 Kualifikasi personel : tuliskan mengenai kualifikasi pegawai yang dibutuhkan dalam melaksanakan perannya pada prosedur yang distandarkan

13. Peralatan dan perlengkapan : tuliskan mengenai daftar peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan

14. Pencatan dan Pendataan - memuat berbagai hal yang perlu didata dan dicatat oleh setiap pegawai yang berperan dalam pelaksanaan prosedur yang telah distandarkan
15, Aktivitas : rincian tahapan aktivitas yang sudah didentifikasi di Form 2

16. Pelaksana : pelaksana yang terlibat dalam kegiatan yang distandarkan (urutan pelaksana sesuai dengan urutan aktivitas)

17. Mutu Baku ® tuliskan persyaratan/kelengkapan apa yang diperiukan, waktu yang diperlukan, serta output pada setiap aktivitas yang dilakukan

18. Keterangan : tuliskan informasi lain yang diperlukan

19, Gambar Flowchart dan alur kegistan yang distandarkan

R A
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FORM 1
DAFTAR KEBUTUHAN PENGEMBANGAN SOP

Nama SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIREBON

il b R s o Alasan Pengembangan
Bagian/Bidang Prosedur
1. PENGELOLAAN 1. Instalasi SIAK. Terpusat
INFORMASI Z.
ADMINISTRASI 3.
KEPENDUDUKAN DAN {4
PEMANFAATAN DATA
(PLAK)
2. 1.
2,
3.
4.
3. 1.
2.
3.
4.
4. L5
2.
3.
4.
5. 1
£
3.
4.

Petunjuk Pengisian

1. Nama SKPD : tuliskan nama SKPD tempat S0P dibuat

2. Bagian/Bidang : tuliskan nama unit kerja tempat SOP di buat
3. Prosedur : tuliskan nama kegiatan yang akan buat SOPnya
4, Alasan pengembangan : tuliskan alasan SOP tersebut akan dikembangan (alasan yuridis dan alasan faktual)




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
INSTALASI SIAK TERPUSAT

Pihak tarkait wajib menandatangani Berita Acara.

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON Momor S0P 000.8.3.4/50P.P-11/DUKCAPIL2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENMCATATAN SIPIL Tanggal Pembuatan 22 Agustus 2025
Tanggal Revisi 22 Agustus 2025
Tanggal Efekif 22 Agustus 2025 ===
Pit. 4 F DUKAM DAN FENCATATAN SIPIL
Disahkan oleh
., o Dré RAMMAT SALEH
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI 1 -"..-'--I-"—'j?f*uf“tﬂ MDA -1 D%
KEPEMDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA Nama SOP . INSTALASI SIAK TERPLSAT e
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 1. Operator : D3 - Informatika
2 Kepres Nomor B8 Tahun 2004 2 Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajlan Data Kependudukan : yang serumpun diutamakan
3. Permendagri Nomaor 53 Tahun 2019 dengan |star belakang Pendidikan 51 - Informatika
4 Permendagri Momor 7 aTahun 2019 3 Kepala Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfastan Data :
5 Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 Diutarmakan 51 - Informatika
KETERKAITAN PERALATAN | PERLENGKAPAN
1 S0P Pengeloiaan Hak Akses 1. Server
2. Komputer Chent
3. Jaringan Komunikasi Data
4. Hardware dan Software
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Bila tidak dilaksanakan 1. Tim teknis melaksanakan proses instalasi aplikasi SIAK Terpusat
1 lika SOP ini tidak dilaksanakan, maka mengurangi kualitas layanan kependudukan. Tersedia 05 dan Antivirus berlisensi resmi
2 Apabila mutu baku prosedur dilaksanakan melebini ketentuan dalam prosedur maka akan Ak di
mempengaruhi kualitas layanan administrasi kependudukan Pencatatan dan pendataan terhadap operator SIAK di Kecamatan
3 Kesalahan informasi oleh Tim Teknis Ditjen Dukcapil akan mempeangaruhi layanan terhadap 4 Instansi terkail yang akan dilakukan penginstalan aplikasi SIAK Terpusat harus membuat
publik. © permohonan
4




NAMA SKPD: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIREBON

MUTU BAKU

BAGIAN | BIDANG S0P AKTIVITAS Ket.
Persyaratan Walktu Output
=
Fengelolaan Informasi g
STl Instalasi Aplikasi Surat Permohonan SIAK ) i e
Adminitrasi Kependudukan SIAK Terpusat Kecamatan mengajukan surat permohonan terkait |Terpusat 30 menit Surat Disposisi Dokumean

dan Pemanfaatan Data

imstalasi SIAK Terpusat ke Disdukcapil

Kepala Disdukcapil mendisposisikan surat

Surat Permohonan SIAK

permohonan instalasi SIAK Terpusat kepada Kabid 30 menit Surat Disposisi
Terpusat
PIAK
Kabid PIAK mendi isikan surat permohonan
: : 3 ARispN g i A Surat Permohonan SIAK . ] i
instalasi SIAK Terpusat kepada Ketua Tim Kerja 30 menit Surat Disposisi
Terpusat
SIAK
ket J i kar f/ADB
etua Tim !_f.er_la SIP._K I'!'IjEI‘I‘FE!fII"I?ﬂh fa S_IEI i siiratPerinohibran SIAK . -
untuk menindaklanjuti instalasi aplikasi 514K 60 menit Surat Disposisi
Terpusat, SIAK Terpusat
Terpusat
Staf/aDB menginstalasi dan mengaktivasi SIAK Berita acara serta Laporan
Terpusat serta membuat laporan dan berita acara |SIAK Terpusat 60 menit Terkait instalasi aplikasi SIAK

instalasi SIAK Terpusat

Terpusat

Petunjuk Pengisian

1. Narna SKPD : tuliskan nama SKPD tempat S0P dibuat

2. Bagian/Bidang : tuliskan nama unit kerja tempat S0P di buat

3. S0P : tuliskan nama SOF yang akan diidentifikasi

4. Aktivitas : rinci tahapan aktivitas/proses kegiatan dari mulai sampai dihasilkannya sebuah output untuk setiap SOP
5. Mutu Baku ; tuliskan persyaratan/kelengkapan apa yang diperlukan, waktu yang diperlukan, serta output pada setiap aktivitas yang dilakukan

6. Keterangan : tuliskan informasi lain yang diperlukan




INSTALASI DAN AKTIVASI SIAK TERPUSAT

PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN KETUA TIM Ket.
KECAMATAN KADIS KABID PIAK KERJA SIAK STAFF/ADB Perlengkapan Wakiu Dutput
e
1 2 3 4 ] ] 10 11
Kecamatan mengajukan sural permohonan terkait instalasi Surat
1 : Fearmohonan 30 manit Surat Disposisi Dokumern
SIAK Terpusat ke Disdukeagll
SlAK Terpusat
2 Kepala Disdukcap: mendisposisikan surat parmahanan ey ﬁ:ﬁnhunan 20 menit Surat Disposisi
instalasi SIAK Terpusal kepada Kabic PIAK SIAK Terpusat
Kabad PIAK mendisposisikan sural permahonan instalasi kS e
3 ; Pamohanan 30 menit Surat Disposisi
SIAK Terpusat kepada Ketua Tim Karja SIAK SIAK Terpusat
e Surat
StafiaDB menginstalas| dan mengaktivasi SIAK Terpusat Permichonan
4 serta mermbuat laporan dan berita acara instalasi SIAK SIAK Targ:.nusat B0 manit Surat Disposisi
Terpnat SIAK Terpusat
Staf/ADB menginstalasi dan mengaktivasi SIAK Terpusat imamﬁ:rlf:?
5 |=erta membual laporan dan berita acara insialasi SIAK SIAK Terpusat B0 meanit lnglasl aplikasi
el SIAK Terpusat
Petunjuk Pengisian
1. Mama SKPD : tuliskan nama SKPD tempat SOP dibuat
2. Bagian/Bidang : tuliskan nama unit kerja tempat S0P di buat
3. Nomor SOP: tuliskan nomor prosedur yang di S0P kan
4, Targgal Pembuatan : tuliskan tanggal pertama kali SOP dibuat
5, Tanggal revisi: tuliskan tanggal S0P direwisi
. Tanggal efektif : tanggal mulai dibedakukan S0P
7. Disahkan oleh : pengesahan oleh pejabat yang berkompaten
#, Marna S0P ; tuliskan nama S3P yang akan diidentifikasi
4, Dasar Hukum : tuliskan peraturan perundang-undangan yang mendasar prosedur
10. Ketarkaitan : tuliskan keterkaitan prosedur yang distandarkan dengan prosedur lain yang distandarkan
11. Peringatan ; tuliskan mengenai kemungkinan yang terjadi ketika prosedur dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, permasalahan yang mungkin muncul dan bagaimana cara mengatasinya
12. Kualifikasi personel : tuliskan mengerai kualifikas! pegawail yang dibutuhkan dalam melaksanakan perannya pada prosedur yang distandarkan
13, Peralatan dan perlengkapan : tuliskan mengenai daftar peralatan dan perengkapan yang dibutubhkan
14. Pencatan dan Pendataan : memuat berbagal hal yang perlu didata dan dicatat oleh setiap pegawai yang berperan dalam pelaksanaan prosedur yang telah distandarkan
15, Aktivitas : rincian tahapan aktivitas yang sudah dildentiflkasi di Farm 2
16. Pelaksana : pelaksana yang terlibat dalam kegiatan yang distandarkan (urutan pelaksana sesual dengan urutan aktivitas)
17. Mutu Baku : tuliskan persyaratan/kelengkapan apa yang diperlukan, waktu yang diperukan, serta autput pada setiap aktivitas yang dilakukan
18. Keterangan : tuliskan informasi lain yang diperlukan
18. Gambar Flowchart dan alur kegiatan yang distandarkan
e [ O =y |
a ¢ O <"p "




FORM 1
DAFTAR KEBUTUHAN PENGEMBANGAN SOF

Nama SKPD: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIREBON

, SOP yang Akan Dllmm_hlrlglun Alasan Pengembangan :
_Bagian/Bidang ' ; Prosedur
1. PENGELOLAAN 1. Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)
INFORMASI 2.
ADMINISTRASI 3.
KEFPEMDUDUKAMN DAN 14
PEMANFAATAN DATA
(PIAK)
2. 1.
2.
3.
4.
3 1.
2.
3.
4,
4 1.
2.
3.
4.
5. 1.
2.
3.
4,

Petunjuk Pengisian

1. Nama SKPD : tuliskan nama SKFPD tempat SOP dibuat

2. Bagian/Bidang : tuliskan nama unit kerja tempat SOF di buat
3. Prosedur : tuliskan nama kegiatan yang akan buat SOPnya
4. Alasan pengembangan - tuliskan alasan SOP tersebut akan dikembangan (alasan yuridis dan alasan faktual)




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD)

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON Mamor S0P 000.8.3.4/50P, P-1 2/ DUKCAPILI2025
DINAS KEPENDUDUKAM DAN PENCATATAN SIPIL Tanggal Pembuatan 22 Agustus 2025
Tanggal Revisi 22 Agustus 2025
Tanggal Efektif 22 Agustus 2025
Pit KEEILA ﬂ]ﬂaﬂ IDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
“‘x&x‘ff:* EiRE BON

Disahkan alah

IR, 39 022 199703 1 005

BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI
KEPEMDUDURAN DAN PEMANFAATAN DATA

Mama SOP :

AKTIVASI IDEMTJmsueﬂmm&gWﬁlmmL (IKD)

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS]I PELAKSANA

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Penduduk telgh berusia 17 tahun kestas atau sudah menikah dan sudah melakukan perekarman
KTP-el serta memiliki gawai pintar {smaripione ),

2. Kepres Nomor 85 Tahun 2004 2. Adminfoperator memahami teknis pengelolaan aplikasi 5|AK Terpusat dan Aplikasi ldenfitas
3. Permendagri Momor 53 Tahun 2019 Kependudukan Digital.
4.  Permendagri Nomor 7 aTahun 2019
5. Permendagri Nomor 102 Tahun 2019
KETERKAITAN PERALATAN /| PERLENGKAPAMN
1. SOP Aktivasi ldentitas Kependudukan Digital {|KD} 1. Koemputer kera, Workstation |
2. Aplikasi SIAK Terpusat;
3. Aplikas: [dentitas Kependudukan Digital;
4. Gawai Pintar {Smarphane ),
& Jaringan komputer;
6. Jaringan Intermet.

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Bila tidak dilaksanakan :
1 lika SOP ini tidak dilaksanakan, maka mengurangi kualitas layanan kependudukan;

Apabila mutu baku prosedur dilaksanakan melebihi ketentuan dalam prosedur maka akan
2 mempengaruhi kualitas layanan administrasi kependudukan;

Jika terjadi buglerrar pada aplikasi, penduduk melaperkan/menginformasikan kepada
3 Operator atau petugas untuk ditindaklanjuti.

1
2.

Pencatatan Pendaftaran Identitas Kependudukan Digital;
Dokumeniasi Pendaftaran Identitas Kependudukan Digital,




NAMA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIREBON

Kemendagri dan Melakukan Aktivasi. Penduduk
sudah mempunyai KTP Digital

mobile

Digital

MUTU BAKU
BAGIAN [ BIDANG Sop AKTIVITAS R Wakiu 5 Ket.
: Aktivasi Identitas 1 |Membuka Aplikasi SIAK Spesifikasi teknis jaringan 1 menit Data Dokumen
Pengelolaan Informasi Kependudukan obile
dan Pemanfaatan Data
2 |Mengarahkan Penduduk Mendownload Aplikasi  |Spesifikasi teknis jaringan 10 menit Data
KD melalui PlaystorafAppStore kemudian mobile
membuka aplikasi, menginput data diri NIK, Nama
Lengkap, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Email dan
Momaer HP selanjutnya melakukan verifikasi data
dengan Foto Selfi dan memberikan ke Operalor
untuk di Scan QRcode di Aplikasi SIAK
3 |Operator Melakukan Scan QRcode ke Aplikasi Spesifikasi teknis jaringan 5 Detik Data
SIAK mobile
4 |Panduduk membuka Email masuk dari Spesifikasl teknis jaringan 2 Menit Dokumen Kependudukan

Petunjuk Pengisian
1. Mama SKPD : tuliskan nama SKPD tempat SOP dibuat

2. Bagian/Bidang : tuliskan nama unit kerja tempat SOP
3. S0P : tuliskan nama SOP yang akan diidentifikasi

b. Keterangan : tuliskan informasi lain yang diperlukan

di buat

4, Aktivitas : rinci tahapan aktivitas/proses kegiatan dari mulai sampai dihasilkannya sebuah output untuk setiap S0P
5. Mutu Baku ¢ tuliskan persyaratan/kelengkapan apa yang diperlukan, waktu yang diperlukan, serta output pada setiap aktivitas yang dilakukan




AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD)

LAKSAMNA BAKLU
No. KEGIATAN e MUY Ket.
Operator Penduduk Perlengkapan E Waktu Output B
[ p 3 4 8 9 10 11
o ] Spesifikasi teknis ;
rmilal
1 Membuka Aplikasi SIAK (: jaringan mobile 1 menit Data Dokumen
Mangarahkan Penduduk Mendownload Aplikasi IKD melalui h
Playstore/AppStore kemudian membuka aplikasi, menginput
5 data dirl MIK, Mama Lengkap, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Spesifikasi teknis 10 menit Data
Email dan Nomor HF selanjutnya melakukan verifikasi data jaringan mabile

dengan Foto Sealfi dan memberikan ke Operator untuk di
Scan QRcode di Aplikasi SIAK

Spesifikas) teknis

3 Operator Melakukan Scan QRcode ke Aplikasi SIAK & jaringan mabile & Delik Data
Penduduk membuka Email masuk dari Kemendagr dan S oasiiasi ke Dokumen

4 | Melakukan Aktivasi Penduduk sudah mempunyai KTP D .Eﬂﬂ e 2 Menit Kependudukan
Digital janng Digital

Petunjuk Pengisian
. Nama SKPD : tuliskan nama SKPD tempat SOP dibuat

1

2. Bagian/Bidang : tuliskan nama unit kerja tempat S0P di buat

3, Momor S0P: tuliskan nomor prasedur yang di SOP kan

4, Tanggal Pembuatan : tuliskan tanggal pertama kali SOP dibuat

5. Tanggal revisi: tuliskan tanggal SOP direvisi

6. Tanggal efektif ; tanggal mulai diberlakukan SOP

7. Disahkan oleh : pengesahan oleh pejabat yang berkompeten

8. Nama 50P ; tuliskan nama S0P yang akan diidentifikasi

9. Dasar Hukum ; tuliskan peraturan perundang-undangan yang mendasari prosedur

10. Keterkaitan : tuliskan keterkaitan prosedur yang distandarkan dengan prosedur lain yang distandarkan

11. Peringatan : tuliskan mangenai kemungkinan yang terjadi ketika prosedur dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, permasalahan yang mungkin muncul dan bagaimana cara
mengatasinya

12, Kualifikasi persanel : tuliskan mengenai kualifikasi pegawai yang dibutuhkan dalam melaksanakan perannya pada prosedur yang distandarkan
13. Peralatan dan perlengkapan : tuliskan mengenai daftar peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan

14, Pencatan dan Pandataan : memuat berbagai hal yang perlu didata dan dicatat oleh setiap pegawai yang berperan dalam pelaksanaan prosedur yang telah distandarkan
15. Aktivitas : rincian tahapan aktivitas yang sudah diidentifikasi di Form 2

16. Pelaksana ; pelaksana yang terlibat dalam kegiatan yang distandarkan [urutan pelaksana sesuai dengan urutan aktivitas)

17. Mutu Baku : tuliskan persyaratan/kelengkapan apa yang diperlukan, waktu yang diperlukan, serta output pada setiap aktivitas yang dilakukan

18. Keterangan : tuliskan informasi lain yang diperlukan

19. Gambar Flowchart dan alur kegiatan yang distandarkan

=85 1ILI T =




FORM 1
DAFTAR KEBUTUHAN PENGEMBANGAN SOP

Nama SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIREBON

SOP yang Akan Dikembangkan

Alasan Pengembangan

Bagian/Bidang _. Prosedur

1. PENGELOLAAN 1. Tanda Tangan Elektronik (TTE) Penerbitan Dokumen
INFORMASI Kependudukan
ADMINISTRASI 2.
KEPENDUDUKAN DAN |3,
PEMANFAATAN DATA |4
2. T,

2.

3,

4,
3. T

2,

3.

4.
4, T

2.

3.

4.
5, 1.

2.

3.

4.
Petunjuk Pengisian

1. Nama SKPD : tuliskan nama SKPD tempat SOP dibuat

2. Bagian/Bidang : tuliskan nama unit kerja tempat SOF di buat
3. Prosedur : tuliskan nama kegiatan yang akan buat SOPnya
4. Alasan pengembangan : tuliskan alasan SOP tersebut akan dikembangan (alasan yuridis dan alasan faktual)




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TANDA TANGAN ELEKTRONIK (TTE) PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON Momor S0P 000.8.3.4/50P P-13DUKCAPILI2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAM PENCATATAM SIPIL Tanggal Pembuatan 22 hgustus 2025
Tanggal Revisi 22 Agustus 2025

Tanggal Efektil

22 Agustus 2025 - =

Disakkan oleh

BIDANG PENGELOLAAN INFORMAS| ADMINISTRASI

|§é[=m m@ ENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
""" @A@lﬁssom

\ W ' &
) e - s RA
5\ O __—h.ﬂlrﬂf.’aﬁ 22 199703 1 005

KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA Mama SOP -

TANDA TANGAN ELEKTRONTK (TTEF PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS| PELAKSANA

Lindang-Lindang Mamor 1 Tahun 1974

Cperator : D2 - Informatika
Hepala Seksi Pengalahan dan Penyajian Deta Kependudukan : yang serumpun diutamakan

Mo

1.
2, Undang-Undang Momor 23 Tahun 2006
3. Undang-Undang Momor 24 Tahun 2013 dengan latar belakang Pendidikan 51 - Informatika
4.  Undang-LIndang Momor 16 Tahun 2019 3, Kepala Bidang Pengalahan Informasi Adminisirasi Kependudukan dan Pemantfaatan Data
& Peraturan Presiden Momor 36 Tahun 2012 Diutamakan 51 - Informatika
6. Peraturan Menter Dalam Megesi Momor 7 Tahun 2019
7.  Peraturan Menter Dalam Meger Momor 108 Tahun 2018
8. Peraturan Menter Dalam MNeges Momor 109 Tahun 2015
9. Peraturan Deerah Momor 4 Tahun 2023
10, Peraturan Walikota Momaor 54 Tahun 2015
11, Paraturan Walikota Nomaor 55 Tahun 2015
KETERKAITAN PERALATAN [ PERLENGKAPAN
1. S5CP Penerbitan Kartu Keluarga 1. Server
2. SOP Penerbitan Akta Kedahiran 2. Komputer Client
3. Printer
4. Jaringan Komunikasi Data
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Bila tidak dilaksanakan

2
3
4

Penyalahgunaan keweanangan
Kesalahan prosedur (sengaja atau tidak sengaja yang dilakukan cleh patugas

Keterlambatan pelayanan
Ketidakiahuan penduduk atas prosedur yang harus ditempuh

1. laringan kamunikasi data dalam keadaan normal
2. Pemohon harus membawa dokumen persyaratan penerbitan Akta Kelahiran

- Surat Keterangan lahir dar dokter/bidan/penclong
- Fotokopi Kartu Keluarga

- Fotokopi KTP

- Fetokopi buku nikah orang tua / SPTM

- Fotokopi KTP-gl saks:

- Email dan nomaor telepan aktif




NAMA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIREBON

MUTU BAKU
BAGIAN / BIDANG 50P AKTTT_AB_ ; e I e T Ket.
Tanda Tangan 1 [Pemohon menyerahkan nomar antrian kepada Berkas permohonan |15 menit |Berkas permohonan Dokurmen
Pengelolaan Informasi Elektronik (TTE) petugas front office setelah ada pemanggilan penerbitan dokumen dokumen kependudukan
Adminitrasi Kependudukan |Penerbitan nomor antrian kependudukan
dan Pemanfaatan Data Dokumen
Kependudukan

2 |Menerima pendaftaran, memeriksa kelengkapan |Berkas permaohaonan dokumen |10 menit |Berkas permohonan dokumen
dokumen persyaratan, jika persyaratan lengkap kependudukan kependudukan

dan benar maka diserahkan ke cperator untuk
dilakukan input data. Jika persyaratan tidak
lengkap dikembalikan ke pemochon.

3 |Operator melakukan input data ke aplikasi SIAK Berkas permohonan dokumen |5 menit Berkas permohonan dokumen

sesual jenis permohonan kependudukan kependudukan
4 |Ketua Tim Kerja mengareksi draft dokumen Berkas permohonan dokumen |5 menit  |Draft dokumen
kependudukan. Jika ada kesalahan dilakukan kependudukan dan draft kependudukan

perbaikan data oleh Cperator, jika disefujui maka |dokumen kependudukan
diajukan verifikasi.

5 |Ketua Tim Kera Kelahiran mengajukan verifikasi  |Berkas permohonan dokumen |0,5 menit |Inbox pengajuan sertifikasi

kependudukan dan draft dokumen kependudukan
dokumen kependudukan
& |Kabid melakukan verifikasi Inbox pengajuan sertifikasi 0.5 menit |inbox Sertifikasi dokurmen
dokumen kependudukan kependudukan
7 |Kepala Dinas memberikan sertifikasi elektronik Inbox Sertifikasi dokumen 1 menit Dokumen kependudukan
dokumen kependudukan kependudukan tersertifikasi
8 |Operator mencetak dokumen kependudukan Dokumen kependudukan siap (1 menit  |Dokumen kependudukan
tersertifikasi cetak tersertifikasi
g |Pemochon menerima notifikasi email dari Ditien Dukcapil |Link dokumen kependudukan (1 menit Dokumen kependudukan
Kemendagri terkirim ke email pemohon tersertifikasi

Petunjuk Pengisian
1. Nama SKPD : tuliskan nama SKPD tempat SOP dibuat

2. Bagian/Bidang : tuliskan nama unit kerja tempat S0P di buat

3. SOP : tuliskan nama S0P yang akan diidentifikasi

4, Aktivitas : rinci tahapan aktivitas/proses kegiatan dari mulai sampai dihasilkannya sebuah output untuk setiap S0P

5. Mutu Baku : tuliskan persyaratan/kelengkapan apa yang diperlukan, waktu yang diperlukan, serta output pada setiap aktivitas yang dilakukan
&. Keterangan : tuliskan infermasi lain yang diperlukan




TANDA TANGAN ELEKTROMNIK (TTE) PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

PELAKSAMNA MUTU BAKU
No. KEGIATAN FRONT KETUA TIM Ket.
PEMOHOMN OFFICE OPERATOR KERJA m:aan KADIS Perlengkapan Waktu Cutput
1 2 ] 4 5 B T [:] 9 10 1
q Pemohon menyerahkan nomor antrian kepada petugas front Berkas permohonan penearbitan 15 manit Berkas permahonan dokuman Diobuien
office setelah ada pemanggilan nomor antrian > dakumen kependudukan kepandudukan 5
Menenma pandaftaran, memeriksa kelengkapan dokumean
2 persyaratan, jika persyaratan langkap dan benar maka {noota Barkas permohonan dokumen e Berkas permaohonan dokurmen
diserahkan ke operator untuk dilakukan input data. Jika Lt dgkap kependudukan kependudukan
persyaratan tidak lengkap dikembalikan ke pemchon. Tidak langkap ~
3 Operator melakukan input data ke aplikasi SIAK sesual jenis h 4 Barkas permohonan dokumen 5 menit Berkas permahonan dokumen
permahanan I— kepandudukan e kependudukan
Ketua Tim Keda mengoreksi draft dokumen kependudukan. Jika ¥ Berkas permohonan dokumen
4 ada kesalahan dilakukan perbaikan data cleh Operator, jika kependudukan dan drafi dokumen | & menil Diraft dokumen kependudukan
digelujul maka diajukan verifikasi. kependudukan
Berkas permohonan dokurmen ; " i
5 Ketua Tim Kerja Kelahiran mengajukan verifikas) kependudukan dan draft dokumen | 0,5 menit L";:’mﬂajua"dzz::::m
kependudukan o
: . Inbox pengajuan sertifikasi Inbax Sertifikasi dokumen
& Kabid uken verifikas dokumen kependudukan 0.5 menit kependudukan
. Kepala Dinzs memberikan sertifilkasi elekironik dakuman h 4 Inbox Sertifikas dokumen s Dokumen kepandudukan
kependudukan E: kepenrdudukan tersedifikasi
Dokumen kependudukan siap " Cokumen kependudukan
8 | Operator mencetak dokumen kependudukan tersertifikasi l"Ll s tient | e
o Pemohon manerima notiflkasi email dan Ditjen Dukcapi
Kemendagri
Patunjuk Pengisian
1. Nama SKPD : tuliskan nama SKPD tempat SOP dibuat
2. Bagian/Bidang : tuliskan nama unit kerja tempat S0P di buat
3. Nomor SOF: tuliskan nomor prosedur yang di SOP kan
4 Tanggal Pembuatan : tuliskan tanggal pertama kali S0P dibuat
& Tanggal revisi: tuliskan tanggal SOP direvisi

6. Tanggal efektif | tanggal mulai diberlakukan SOP

7. Disahkan oleh : pengesahan oleh pejabat yang berkompeten

& MNama SOP - tuliskan nama SOP yang akan diidentifikasi

8. Dasar Hukum - tuliskan peraturan perundang-undangan yang mendasari prosedur

10, Keterkaitan : tuliskan keterkaitan prosedur yang distandarkan dengan prosedur lain yang distandarkan

11. Peringatan ; tuliskan mengenai kemungkinan yang terjadi ketika prosedur dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, permasalahan yang mungkin munsul dan bagaimana cara mengatasinya
12, Kualifikasi personel ; tuliskan mengenal kualifikasi pegawai yang dibutuhkan dalam melaksanakan perannya pada prosedur yang distandarkan

13. Peralatan dan perengkapan : tuiizskan mengenai daftar peralatan dan periengkapan yang dibutuhkan

14. Pencatan dan Pendataan - memuat berbagai hal yang perlu didata dan dicatat oleh setiap pegawai yang berperan dalam pelaksanaan prosedur yang telah distandarkan
15. Aktivitas : rincian tahapan aktivitas yang sudah dildentifikasi di Form 2

16. Pelaksana - pelaksana yang terlibat dalam kegiatan yang distandarkan (urutan pelaksana sesuai dengan urutan aktivitas)

17. Mutu Baku - tuliskan persyaratan/kelengkapan apa yang diperlukan, waktu yang diperiukan, serta output pada setiap aktivitas yang dilakukan

18. Keterangan : tuliskan informasi lain yang diperlukan

18. Gambar Flowchar dan alur kegiatan yang distandarkan
G € > Tidak
:)l y | ’

ae L] C




FORM 1
DAFTAR KEBUTUHAN PENGEMBANGAN SOP

Nama SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIREBON

Alasan Pangembangan

SOP yang Akan Dikembangkan
Bagian/Bidan Prosedur
1. PENGELOLAAN 1. Pengambilan Nomor Antrian
INFORMASI 2.
ADMINISTRASI 3.
4

KEPENDUDUKAN DAN
PEMANFAATAN DATA
(PIAK)

2. g B
2.
3.
4.
3. 1.
4
3.
4.
4. 1.
2
3.
4.
b. 1
2.
3.
4.

Petunjuk Pengisian

1. Nama SKPD : tuliskan nama SKPD tempat SOP dibuat
2. Bagian/Bidang : tuliskan nama unit kerja tempat S0P di buat
3. Prosedur : tuliskan nama kegiatan yang akan buat SOPnya

4. Alasan pengembangan  tuliskan alasan SOP tersebut akan dikembangan (alasan yuridis dan alasan faktual)




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGAMBILAN NOMOR ANTRIAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON Nomor SOP 000.8.3.4/S0P.P-14/DUKCAPILI2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Tanggal Pembuatan 22 Agustus 2025
Tanggal Revisi 22 Agustus 2025
Tanggal Efektif 22 Agustus 2025 ==
PIt KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
o = \,\ CIREBCN
a |« "I. -".'
Disahkan cleh ] -
HMAT SALEH
BIDANG PENGELOLAAN INFORMAS! ADMINISTRASI N O 0§22 199703 1 005
KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA Mama SOP PENGAMEILAN NOMOR A

DASAR HUKLUM

KUALIFIKAS| PELAKSANA

-
'

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Penduduk telah berusia 17 tahun keatas atau sudah menikah dan sudah melakukan perekaman
© KTP-el serta memiliki gawai pintar (smanpfone ),
2. Adminfoperator memahami leknis pengelolaan aplikasi S1AK Terpusat dan Aplikasi dentitas

2. Kepres Nomor B8 Tahun 2004

3. Permendagri Nomar 53 Tahun 2019 Kependudukan Digital,

4 Permendagri Nomeor ¥ aTahun 2019

5 Permendagri Nomor 102 Tahun 2019

KETERKAITAN PERALATAN /| PERLENGKAPAN

1. S0P Aktivasi Identitas Kependudukan Digital {IKD)

Komputer kerja, Workstation |

Aplikasi SIAK Terpusat,

Aplikasi ldentitas Kependudukan Digital;
Gawal Pirtar [Smanphone);

Jaringan komputer;

Jaringan Internet

CINC T T

PERINGATAN

PEMCATATAN DAN PENDATAAN

Eila tidak dilaksanakan -
1 lika SOP ini tidak dilaksanakan, maka mengurangi kualitas layanan kependudukan;
Apabila mutu baku prosedur dilaksanakan melebihi ketentuan dalam prozedur maka akan
2  mempengaruhi kualitas layanan administrasi kependudukarn,
Jika terjadi buglemor pada aplikasi, penduduk melaporkan/menginformasikan kepada
3 Operator atau petugas untuk ditindaklanjuti.

1. Pencatatan Pendafiaran Identitas Kependudukan Digital,
2. Dokumentasi Pendaftaran Idenfitas Kependudukan Digital.




NAMA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIREBON

MUTU BAKU
G S0P AKTIVITAS Ket.
RNCU - Rl Parsyaratan Waktu Output
B T ; Pengambilan 1 |Pemochon datang ke Dinas Kependudukan dan Harus yang bersangkutan 1 menit |Momor antrian Dokumen
engelolaan Informasi Nomar Antrian Pencatatan Sipil Kota Cireban
Adminitrasi Kepsndudukan P atau anggota dalam satu
dan Pemanfaatan Data Kartu Keluarga
2 |Petugas melakukan pengecekan kelengkapan Persyaratan Dokumen yang 5 menit MWomor antrian
persyaratan dokumen . akan diproses
3 |Jika berkas lengkap pemohon dapat nomor Pergsyaratan Dokumen yang 5 menit Momor antrian
antrian, jika belum lengkap tidak dapat nomor akan diproses
anlrian

Petunjuk Pengisian

1. Nama SKPD : tuliskan nama SKPD tempat S0P dibuat

2. Bagian/Bidang : tuliskan nama unit kerja tempat S0P di buat

3. S0P : tuliskan narna SOP yang akan diidentifikasi

4, Aktivitas : rinci tahapan aktivitas/proses kegiatan dari mulai sampai dihasilkannya sebuah output untuk setiap SOP

. Muty Baku : tuliskan persyaratan/kelengkapan apa yang diperlukan, waktu yang diperlukan, serta output pada setiap aktivitas yang dilakukan
E. Keterangan : tuliskan informasi lain yang diperlukan




PENGAMBILAN NOMOR ANTRIAN

No. KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU Ket.
: Penduduk Petugas Perlengkapan Waktu Output
1 2 3 4 ] 8 10 11
Harus yang bersangkutan
L Ferpuhun d._atang ke Dinas Kependudulcan dan Fensaletan i ai atau anggota dalam satu 1 menit Momaor antrian Dokumen
Sipil Kota Cirebon :: o
arfu Keluarga

Persyaratan Dokumen yang

. Mama SKPD : tuliskan nama SKPD tempat SOP dibuat

. Bagian/Bidang : tuliskan nama unit kerja tempat SOP di buat

Nomor SOP: tuliskan nomor prosedur yang di SOP kan

. Tanggal Pembuatan ; tuliskan tanggal pertama kali SOP dibuat

. Tanggal revisi; tuliskan tanggal SOP direvisi

. Tanggal efektif ; tanggal mulai diberlakukan S0P

. Disahkan oleh : pengesahan oleh pejabat yang berkompeten

. Mama S0P : tuliskan nama S0P yang akan diidentifikasi

. Dasar Hukum : tuliskan peraturan perundang-undangan yang mendasari prosedur

10. Keterkaitan : tuliskan keterkaitan prosedur yang distandarkan dengan prosedur lain yang distandarkan

D D0 = O LN R

=
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. Peralatan dan perlengkapan : tuliskan mengenai daftar peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan

[Ergrp—
o e

. Aktivitas : rincian tahapan aktivitas yang sudah diidentifikasi di Form 2
. Pelaksana : pelaksana yang terlibat dalam kegiatan yang distandarkan {urutan pelaksana sesuai dengan urutan aktivitas)

[ury
[=4]

18. Keterangan : tuliskan informasi lain yang diperlukan
19, Gambar Flowchart dan alur kegiatan yang distandarkan

= Wit

17. Mutuw Baku : tuliskan persyaratan/kelengkapan apa yang diperlukan, waktu yang diperiukan, serta output pada setiap aktivitas yang dilakukan

2 Petugas melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan Tidak 5 manit R —
dakumen akan diproses
Jika berkas lengkap pemohon dapat nomor antrian, jika Persyaratan Dokumen yang :
3 belum lengkap tidak dapat nomor antrian akan diproses TR Nomar anirien
ST
Petunjuk Pengisian

. Pencatan dan Pendataan : memuat berbagai hal yang perlu didata dan dicatat oleh setiap pegawai yang berperan dalam pelaksanaan prosedur yang telah distandarkan

<>

. Peringatan : tuliskan mengenai kemungkinan yang terjadi ketika prosedur dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, permasalahan yang mungkin muncul dan bagaimana cara mengatasinya
. Kualifikasi personel : tuliskan mengenai kualifikasi pegawai yang dibutuhkan dalam melaksanakan perannya pada prosedur yang distandarkan
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